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ABSTRAK  

 

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO 110 TAHUN 2016 

TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  

(Studi Pengelolaan Desa Wisata Pulau Pahawang  

Kec. Marga Punduh Kab. Pesawaran) 

 
 

Oleh : 

 

RIDHA OKTAVIANA  

NPM. 2102031012 

 

Penelitian ini mengkaji implementasi Permendagri Nomor 110 Tahun 

2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Desa 

Wisata Pulau Pahawang, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran. 

Tujuan penelitian adalah mengetahui pelaksanaan fungsi BPD serta kendala yang 

dihadapi dalam mendukung pengelolaan desa wisata. 

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 

teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui 

reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa implementasi Permendagri 110/2016 masih belum optimal. Fungsi 

legislasi, aspirasi, dan pengawasan telah berjalan, namun belum efektif akibat 

keterbatasan pemahaman anggota BPD, minimnya sumber daya, komunikasi yang 

belum terbangun dengan baik, serta struktur birokrasi yang kurang mendukung. 

Peran BPD dalam pengawasan pengelolaan desa wisata juga masih bersifat pasif 

dan belum mampu mendorong akuntabilitas pembangunan secara maksimal. 

Kesimpulannya, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh 

komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Penguatan 

kapasitas BPD dan koordinasi dengan pemerintah desa menjadi langkah penting 

untuk mengoptimalkan tata kelola Desa Wisata Pulau Pahawang. 

 

Kata Kunci: BPD, Implementasi Kebijakan, Permendagri 110/2016, Desa 

 Wisata Pahawang. 
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MOTTO 

 

 

“Tidak mengapa berjalan lebih lambat, sebab setiap manusia memiliki porsinya 

masing-masing untuk tiba pada waktunya.” 

(Peneliti) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pemerintahan desa sebagai entitas terdepan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendorong 

pembangunan yang partisipatif dan berbasis potensi lokal. Salah satu Faktor 

penting dalam tata kelola desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 

yang berfungsi sebagai representasi masyarakat dalam perumusan kebijakan 

dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Untuk memperkuat 

posisi dan peran BPD, pemerintah mengeluarkan Permendagri No. 110 Tahun 

2016 Tentang Badan Permusyawarat Desa, yang secara komprehensif 

mengatur fungsi, kedudukan, dan kewenangan BPD. 

BPD berperan sangat signifikan dalam pemerintahan desa dengan 

menggali, menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, 

sehingga BPD di tingkat desa menjadi harapan masyarakat terhadap program-

program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, terutama untuk 

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri.  

Kehadiran BPD beserta berbagai fungsi yang dimilikinya 

menjadikannya sebagai sebuah lembaga yang memiliki kekuasaan signifikan 

di tingkat desa, di samping kekuasaan Kepala desa yang selama ini sudah ada. 

Posisi yang kokoh ini juga dapat diamati dari kekuasaan dan hak-hak yang 

dimiliki oleh BPD. Wewenang yang dimaksud adalah melakukan pengawasan 
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pelaksanaan peraturan desa serta Peraturan Kepala desa, mengajukan 

pengangkatan dan pemberhentian Kepala desa, serta membentuk Panitia 

Pemilihan Kepala desa.
1
 

Namun dalam kenyataannya, implementasi peran dan fungsi BPD di 

berbagai desa masih belum optimal, termasuk di Desa Pulau Pahawang, 

Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran. Pulau Pahawang 

merupakan desa dengan potensi wisata bahari yang sangat tinggi, namun 

keberadaan BPD dalam pengelolaan sektor wisata masih belum menunjukkan 

peran yang signifikan. Dalam beberapa kebijakan strategis pembangunan 

wisata, partisipasi BPD seringkali bersifat pasif, terbatas pada kehadiran 

dalam forum formal. 

Pemahaman anggota BPD terhadap substansi Permendagri No. 110 

Tahun 2016, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta lemahnya koordinasi 

dengan pemerintah desa menjadi faktor-faktor penghambat utama dalam 

pelaksanaan peran BPD secara efektif. Padahal, keterlibatan aktif BPD dapat 

memperkuat akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, 

terutama dalam sektor strategis seperti pariwisata yang menjadi sumber 

penghidupan masyarakat lokal. 

Hal ini diperkuat berdasarkan hasil wawancara awal yang penulis 

lakukan dengan salah satu anggota BPD Desa Pulau Pahawang. Dalam 

wawancara tersebut, narasumber menyampaikan bahwa: 

                                                           
1 HAW.Widjaja,Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh Cet.Ke 

2(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004),hal.10 
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"Kami masih sering merasa ragu dalam memberikan masukan atau 

mengawasi kebijakan kepala desa, karena kurangnya pemahaman teknis kami 

terhadap aturan yang berlaku. Selama ini, kami hanya dilibatkan dalam 

musyawarah desa secara formal saja. 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fungsi BPD sebagai lembaga 

yang seharusnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta 

mengawasi jalannya pemerintahan desa sesuai Pasal 5 ayat (1) Permendagri 

No. 110 Tahun 2016, belum sepenuhnya dijalankan secara maksimal. Hal ini 

disebabkan oleh rendahnya kapasitas kelembagaan serta kurangnya pelatihan 

atau pembekalan terhadap anggota BPD dalam memahami peran dan 

tanggung jawab mereka secara menyeluruh. 

Menurut Undang-undang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa secara umum 

mendorong pada terlaksananya pemerintahan desa yang baik serta dapat 

mewujudkan kualitas pembangunan desa dan kualitas kebijakan desa melalui 

pengawasan BPD dan partisipasi aktif dalam memberikan masukan dan saran 

pada pemerintah desa. Berdasarkan apa yang terlihat, BPD dapat digambarkan 

sebagai badan legislatif di tingkat daerah, sedangkan pemerintah daerah dan 

tingkat daerah lainnya adalah badan eksekutif. Pembangunan sangat bersifat 

deskriminatif terhadap wilayah desa, setidaknya dalam satu dekade terakhir. 

Program-progam peningkatan pembangunan hanya dapat disampaikan kepada 

31% desa pada 2008.
2
 

                                                           
2 “Olah Data Potensi Desa 2008,” n.d. 
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Dalam upaya peningkatan pembangunan desa dilakukan dengan cara 

melalui program pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2007, tetapi hanya 

mampu untuk mencakup beberapa persen, yaitu sebesar 54% desa pada tahun 

2011.
3
 

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini 

antara lain penelitian oleh Widiastuti, S. Penelitian ini memberikan dasar 

untuk memahami peran BPD secara umum, meskipun tidak spesifik 

membahas implementasi di Pulau Pahawang. Serta peneliti selanjutnya 

Mardikanto, S. Penelitian ini menekankan pentingnya keberlanjutan dalam 

pengembangan desa wisata dan peran BPD dalam hal ini. Namun, penelitian 

ini lebih bersifat konseptual dan kurang memberikan data empiris tentang 

implementasi kebijakan. 

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, peneliti tertarik untuk 

meneliti dan menulis dalam bentuk proposal dengan judul IMPLEMENTASI 

PERMENDAGRI NO TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN 

DESA (Studi Pengelolaan Desa Wisata Pulau Pahawang Kec. Marga 

Punduh Kab. Pesawaran) mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi. 

Kajian ini akan memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas kebijakan 

tersebut dan menawarkan solusi untuk memperkuat fungsi BPD dalam 

mendukung pengelolaan desa wisata secara berkelanjutan. 

 

                                                           
3  Kadar Pamuji, Riris Ardhanariswari, and Noor Asyik, “Peningkatan Kapasitas BPD 

Sebagai Mitra Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Desa Di Kecamatan 

Baturaden,” Borobudur Journal on Legal Services 1, no. 2 (November 15, 2020): 65–81, 

https://doi.org/10.31603/bjls.v1i2.3992.  
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B. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Rumusan Masalah  

a. Implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Permendagri No. 110 Tahun 

2016 . 

b. Bagaimana Kendala yang dihadapi oleh BPD dalam pelaksanaan 

fungsinya, khususnya dalam mendukung pengelolaan desa wisata di 

Pulau Pahawang . 

2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

c. Implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Permendagri No. 110 Tahun 

2016 . 

d. Kendala yang dihadapi oleh BPD dalam pelaksanaan fungsinya, 

khususnya dalam mendukung pengelolaan desa wisata di Pulau 

Pahawang . 

3. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis: Menambah literatur dalam studi hukum tata negara, 

khususnya dalam aspek implementasi kebijakan publik di tingkat desa. 

b. Manfaat Praktis: Memberikan masukan dan rekomendasi kepada BPD, 

pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya agar pelaksanaan 
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Permendagri No. 110 Tahun 2016 dapat lebih efektif dan adaptif dalam 

konteks pengelolaan desa wisata. 

 

C. Penelitian yang Relevan 

1. Sari, T. P. (2021) Implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kedudukan Keterwakilan 

Perempuan Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan 

Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang) 

Penelitian ini menyoroti implementasi Permendagri No. 110 Tahun 

2016, terutama terkait keterwakilan perempuan dalam pemilihan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Cinta Rakyat, Kabupaten Deli 

Serdang. Temuan utama menunjukkan bahwa implementasi regulasi 

belum optimal, terutama dalam memperhatikan keterwakilan perempuan. 

Faktor budaya patriarki dan kurangnya sosialisasi aturan menjadi 

penghambat utama. Relevansi terhadap penelitian ini terletak pada aspek 

implementasi peraturan, pengelolaan keterwakilan, serta hambatan budaya 

dan komunikasi yang juga dapat terjadi dalam konteks pengelolaan Desa 

Wisata Pulau Pahawang.
4
 

2. Taufik, M. (2013) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Kepala desa 

Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Tandun Kec.Tandun 

Kab.Rokan Hulu  

                                                           
4  T. P. Sari, “Implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kedudukan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Cinta Rakyat, 

Kecamatan Percut Sei Tu” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021). 
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Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 

Tahun 2007 tentang BPD di Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu. 

Temuan utama menunjukkan bahwa fungsi BPD belum optimal karena 

kendala komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. 

Relevansi penelitian ini terlihat dari analisis faktor yang menghambat 

implementasi peraturan, yang dapat dijadikan rujukan untuk memahami 

tantangan dalam pengelolaan BPD di Desa Wisata Pulau Pahawang. 

3. Hanum, F. (2017) Analisis Peran Pembiayaan Mikro Dalam Meningkatkan 

Pendapatan UMKM Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram 

Penelitian ini mengeksplorasi hubungan kerja antara BPD dan 

pemerintah desa di Kabupaten Kediri. Temuan menunjukkan bahwa 

hubungan kerja yang baik dapat meningkatkan efektivitas kinerja BPD 

dan pemerintah desa dalam mencapai tujuan bersama. Studi ini relevan 

untuk memahami bagaimana kolaborasi antara BPD dan pemerintah desa 

dapat berkontribusi pada pengelolaan Desa Wisata Pulau Pahawang.
5
 

4. Sutrisna, I. W. (2021) Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa 

Penelitian ini mengkaji peran BPD dalam mewujudkan Sustainable 

Development Goals (SDGs) Desa, yang menekankan pada partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan. Temuan menunjukkan bahwa BPD 

memiliki peran strategis dalam menciptakan pola pembangunan 

                                                           
5 F. Hanum, “Hubungan Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Pemerintah 

Desa Gurah Kabupaten Kediri (Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Pasal 

35 Tahun 2006),” Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara, no. 1(1) 

(2017). 
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partisipatif. Relevansi studi ini terletak pada pentingnya peran BPD dalam 

mengarahkan pembangunan desa wisata yang berkelanjutan di Pulau 

Pahawang. 

5. Rafii, A., dkk. (2020) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 

(Studi Pada Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Bintang Ninggi 

II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara) 

Penelitian ini mendeskripsikan fungsi pengawasan BPD terhadap 

kinerja kepala desa di Desa Bintang Ninggi II, Kabupaten Barito Utara. 

Temuan menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi, sumber daya, dan 

struktur birokrasi menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. 

Studi ini relevan dalam menganalisis fungsi pengawasan BPD terhadap 

pengelolaan desa wisata, terutama dalam konteks transparansi dan 

akuntabilitas.
6
 

6. Tarsim, T., & Yuhandra, E. (2018) Implementasi Kewenangan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan 

Terhadap Pemerintah Desa (Studi di Kabupaten Kuningan) 

Penelitian ini fokus pada kewenangan BPD dalam menjalankan 

fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa di Kabupaten Kuningan. 

Faktor-faktor internal seperti kurangnya sarana dan pemahaman fungsi, 

serta faktor eksternal seperti kurangnya sosialisasi fungsi BPD, menjadi 

                                                           
6 M. Rafii, A., Indarajaya, K., Hikmah, N., Sos, S., & AP, “Implementasi Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA (Studi Pada Fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa Di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito 

Utara),” Jurnal Administrasi Publik (JAP), no. 6(1) (2020): 10-15. 
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kendala utama. Temuan ini relevan untuk mengidentifikasi hambatan 

serupa yang mungkin terjadi dalam pengelolaan Desa Wisata Pulau 

Pahawang. 

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa 

tema utama yang relevan untuk skripsi ini: 

a. Implementasi Regulasi: Banyak penelitian menyoroti kurangnya 

pemahaman dan pelaksanaan Permendagri No. 110 Tahun 2016, 

terutama terkait fungsi dan tugas BPD. 

b. Faktor Penghambat: Faktor seperti budaya patriarki, komunikasi yang 

kurang, sumber daya yang terbatas, dan struktur birokrasi yang 

kompleks sering menjadi kendala dalam pengelolaan BPD. 

c. Partisipasi Masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

desa, terutama dalam konteks SDGs, menjadi kunci keberhasilan 

pengelolaan desa. 

d. Hubungan Kerja BPD dan Pemerintah Desa: Hubungan kerja yang 

baik antara BPD dan pemerintah desa terbukti meningkatkan 

efektivitas pengelolaan desa. 

Studi-studi di atas memberikan landasan teoritis dan empiris yang 

relevan untuk menganalisis implementasi Permendagri No. 110 Tahun 

2016 di Desa Wisata Pulau Pahawang. Fokus pada pengelolaan desa 

wisata memperluas ruang lingkup kajian dengan menambahkan dimensi 

pariwisata dan keberlanjutan, yang memerlukan kolaborasi erat antara 

BPD, pemerintah desa, dan masyarakat setempat. 
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No 

Nama 

Peneliti & 

Tahun 

Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 
Sari, T.P. 

(2021) 

Implementasi 

Permendagri No. 110 

Tahun 2016 terhadap 

Keterwakilan 

Perempuan dalam 

BPD 

Sama-sama 

mengkaji 

implementasi 

Permendagri No. 

110/2016 

Fokus pada 

keterwakilan 

perempuan; lokasi 

di Deli Serdang 

2 
Taufik, M. 

(2013) 

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Kinerja Kepala desa 

dalam Pembangunan 

Sama-sama 

mengkaji faktor 

implementasi 

kebijakan desa 

Fokusnya pada 

kepala desa, bukan 

BPD; regulasi 

yang dikaji 

berbeda 

3 
Hanum, F. 

(2017) 

Hubungan Kerja 

antara BPD dan 

Pemerintah Desa 

Sama-sama 

membahas hubungan 

kelembagaan di 

tingkat desa 

Penekanannya 

pada hubungan 

kerja, bukan 

implementasi 

fungsi BPD 

4 
Sutrisna, 

I.W. (2021) 

Implementasi Fungsi 

BPD dalam SDGs 

Desa 

Sama-sama 

mengkaji fungsi 

BPD dalam konteks 

pembangunan desa 

Fokus pada 

kontribusi BPD 

terhadap SDGs, 

bukan pariwisata 

5 
Rafii, A. 

dkk (2020) 

Implementasi UU 

Desa tentang Fungsi 

BPD 

Sama-sama fokus 

pada fungsi 

pengawasan BPD 

Tidak menyoroti 

pengelolaan desa 

wisata; lokus di 

Barito Utara 

6 

Tarsim & 

Yuhandra 

(2018) 

Implementasi 

Kewenangan BPD 

dalam Fungsi 

Pengawasan 

Sama-sama 

membahas fungsi 

pengawasan BPD 

Tidak fokus pada 

Permendagri 

110/2016 atau 

konteks desa 

wisata 

7 

Penelitian 

Skripsi Ini 

(Ridha, 

2025) 

Implementasi 

Permendagri 110 

Tahun 2016 oleh BPD 

dalam Pengelolaan 

Desa Wisata Pulau 

Pahawang 

Membahas 

implementasi 

Permendagri 

110/2016, fungsi 

legislasi, aspirasi & 

pengawasan BPD 

Fokus pada desa 

wisata dan studi 

lapangan di Pulau 

Pahawang 

 

 

 



 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

1. Pengertian BPD 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang 

menjalankan fungsi legislatif di tingkat desa. BPD memiliki peran penting 

dalam proses pemerintahan desa karena menjadi representasi masyarakat 

desa dalam merumuskan kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

pemerintahan desa. 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD 

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah 

dan ditetapkan secara demokratis.
1
 Menurut George C. Edwards III Teori 

ini dirancang untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. 

Permendagri No. 110 Tahun 2016 adalah produk kebijakan publik dalam 

konteks pemerintahan desa. Oleh karena itu, teori Edwards sangat tepat 

untuk mengkaji bagaimana kebijakan ini diimplementasikan oleh aktor-

aktor lokal seperti BPD.
2
 edangkan menurut Soetandyo Wignjosoebroto 

(2002), Teori Fungsionalisme Hukum dalam Implementasi Regulasi 

berpendapat bahwa implementasi regulasi di tingkat lokal sangat 

dipengaruhi oleh struktur kelembagaan, budaya hukum, dan aktor-aktor 

                                                           
1  Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, (2014) 
2  Taufik (2013) dan Rafii et al. (2020) menggunakan pendekatan Edwards untuk 

mengevaluasi efektivitas BPD di daerah. 
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lokal. Suatu regulasi akan gagal secara fungsional jika tidak sesuai dengan 

realitas sosial-budaya setempat.
3
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan 

Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan 

Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang 

selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan 

demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan desa.
4
 

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD 

adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka 

masyarakat di Desa yang berfungsi membuat peraturan desa, menampung 

dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5
 

Berdasarkan kutipan diatas dapat dipahami bahwa, badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra kerja dalam pemerintahan 

desa dimana lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa yang terdiri dari atas perwakilan penduduk masyarakat 

desa setempat yang terdiri atas ketua RW, pemangku adat, tokoh 

masyarakat/agama dan lainnya.yang berfungsi mengayomi adat istiadat, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan 

                                                           
3  (Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika 

Masalahnya. Jakarta: Elsam. 
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata 

Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
5 A.W. Widjaya, Pemerintah Desa dan Administrasi Negara, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 

2020), h. 35 
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pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Badan ini sebagai 

permusyawaratan di desa yang merupakan wahana untuk melaksanakan 

pembangunan desa berdasarkan pancasila. 

2. Fungsi dan Tugas BPD 

Salah satu unsur dari penyelenggara pemerintah desa adalah Badan 

Permusyawaratan Desa yang disingkat dengan BPD, yang dahulunya 

disebut dengan badan perwakilan desa yang disingkat juga sebagai BPD. 

Pengertian dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan 

penjelasan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, adalah 

Badan Permusyawaran Desa (BPD) merupakan suatu badan 

permusyawaratan desa yang turut ikut serta dalam membahas dan 

menyepakati berbagai bentuk kebijakan desa dalam suatu penyelenggaraan 

pemerintah desa.  

Dalam upaya untuk meningkatan kinerja kelembagaan di tingkat 

desa, memperkuat kebersamaan masyarakat desa dengan pemerintahan 

desa dengan unsur pemerintahan desa, serta juga dapat meningkatkan 

berbagai bentuk partisipasi dan upaya proses pemberdayaan masyarakat 

desa, pemerintahan desa dan Badan Permusyaywaratan Desa (BPD) dan 

memberikan fasilitas penyelenggaraan musyawarah desa. 

Terkait dengan keberadaan dari lembaga Badan Pemusyawaratan 

Desa ini telah dinyatakan dengan jelas dan tegas pada Pasal (5) Ayat 1 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, terkait dengan hal 
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tersebut, maka dijelaskan keberadaan dari Badan Permusyawaran Desa 

yang mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Mengawal regulasi desa yang berdampak langsung pada tata kelola 

pariwisata 

b. Menjamin keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan 

c. Mengawasi pengelolaan dana dan aset wisata 

d. Menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat lokal dan 

komersialisasi wisata  

Berdasarkan ketentuan pada pasal diatas, maka terkait dengan 

Fungsi dari badan permusyawaratan desa (BPD) dapat dinyatakan sebagai 

berikut : 

1. BPD berfungsi mengawal regulasi desa yang berdampak langsung 

pada tata kelola pariwisata. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a 

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, BPD memiliki kewenangan 

untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama 

kepala desa. Dalam desa wisata, kewenangan ini menjadi sangat 

penting karena peraturan desa yang berkaitan dengan pengelolaan 

wisata, retribusi, kerja sama dengan pihak ketiga, serta pemanfaatan 

aset desa harus mencerminkan kepentingan masyarakat lokal dan 

prinsip keadilan sosial. BPD berperan memastikan bahwa setiap 

kebijakan pariwisata desa memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak 

merugikan masyarakat. 
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2. BPD memiliki peran menjamin keberlanjutan ekonomi, sosial, dan 

lingkungan dalam pengelolaan desa wisata. Pengembangan desa 

wisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan desa, 

tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan 

harmoni sosial masyarakat. Dalam hal ini, BPD berperan sebagai 

penjaga kepentingan publik (public guardian) yang memastikan 

bahwa kebijakan dan program pariwisata desa tidak menimbulkan 

kerusakan lingkungan, konflik sosial, maupun ketimpangan ekonomi 

antarwarga desa. Peran ini sejalan dengan prinsip pembangunan 

berkelanjutan dan tujuan pembangunan desa sebagaimana 

diamanatkan dalam UU Desa. 

3. BPD berfungsi mengawasi pengelolaan dana dan aset wisata desa. 

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf c Permendagri Nomor 110 Tahun 

2016, BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa. 

Dalam konteks desa wisata, fungsi pengawasan ini mencakup 

pengawasan terhadap penggunaan dana desa, pengelolaan Pendapatan 

Asli Desa (PAD), serta pengelolaan aset wisata desa yang dikelola 

melalui BUMDes atau kerja sama dengan pihak ketiga. Pengawasan 

yang dilakukan BPD bertujuan untuk mewujudkan transparansi, 

akuntabilitas, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan 

dalam pengelolaan sektor pariwisata desa. 

4. BPD berperan menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat 

lokal dan komersialisasi wisata. Pesatnya perkembangan desa wisata 
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sering kali mendorong orientasi komersial yang berlebihan dan 

berpotensi mengabaikan kepentingan masyarakat desa sebagai pemilik 

wilayah. Dalam kondisi ini, BPD berfungsi menyalurkan aspirasi 

masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas pariwisata, serta 

memastikan bahwa manfaat ekonomi dari desa wisata dapat dirasakan 

secara adil oleh masyarakat lokal. Peran ini mencerminkan fungsi 

representatif BPD sebagai lembaga demokrasi desa yang 

menjembatani kepentingan pemerintah desa, pelaku usaha, dan 

masyarakat.
6
 

Terkait dengan konsep dan pengertian dari “fungsi” menurut 

Soekanto dalam Rauf adalah, istilah “fungsi” telah banyak digunakan 

oleh berbagai disiplin ilmu dan juga sangat populer dalam percakapan 

masyarakat sehari-hari. Tidak jarang pengertian yang diberikan disiplin 

ilmu lain dan percakapan sehari-hari, jadi pengertian yang diterima 

sosiologi atau bahkan menjadi kabur artinya.
7
 

Selanjutnya beberapa pengertian atau definisi lainnya terkait 

dengan konsep "fungsi" menurut Surjono Soekanto dalam Rayf adalah 

sebagai berikut; 

a. Dalam artian popular dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, 

kadang-kadang istilah dari fungsi mengacu pada acara kumpul 

bersama yang merupakan bagian dari suatu upacara tradisional, seperti 

pada kondisi ketidakhadiran seorang pejabat penting pada acara 

                                                           
6 Peraturan menteri dalam negeri Nomor 110 Tahun 2016 
7 Rahayu Rauf dan Sri Maulidiah, Pemerintahan Desa (Makassar: Pusaka Almaida, 2021), 

hlm.181-184 
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tertentu, maka dikatakan yang bersangkutan secara sosial tidak 

berfungsi. 

b. Fungsi diartikan sebagai okupasi  

c. Fungsi adalah yang lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari 

atau dalam ilmuan politik. Fungsi dikaitkan dengan aktivitas yang 

dilakukan oleh pihak-pihak yang men-duduki posisi politis tertentu. 

d. Setiap fakta sosial merupakan suatu fungsi dari waktu dan tempat 

dimana hal itu terjadi. 

e. Istilah fungsi sangat penting bagi analisa fungsional. 

f. Berbagai istilah yang sering dipergunakan sebagai sinonim fungsi 

adalah; antara lain "penggunaan", "kegunaan", "tujuan", "motif", 

"niat", "sasaran", dan "akibat" 

Oleh karena itu menurut Rauf
8
, bahwa; pengertian atau definisi dari 

"fungsi" sangat banyak sekali tergantung dari sudut mana ahli tersebut 

memandang fungsi, sehingga secara realitas cukup menyulitkan dalam 

memberikan batasan tentang pengertian dari fungsi, diantaranya dapat 

diartikan sebagai status dan peranan, alat analisis, aktivitas sehari-hari, 

kegunaan, dan pengertian lainnya tentang fungsi. 

Pentingnya BPD dalam pemerintahan desa, maka fungsi dan 

kewenangan dari BPD ini sangat besar terutama dalam jalannya 

Ppemerintah desa, salah satunya dalam pembuatan peraturan desa. Adapun 

fungsi BPD menetapkan peraturan desa bersama Kepala desa, menampung 

                                                           
8 Rahyunir, Rauf, 2012, Peranan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Dalam Membantu 

Tugas Lurah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Disertasi, Universitas Satyagama, Jakarta. 
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dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan di samping itu BPD 

mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka 

pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.
9
 

BPD juga memiliki tugas untuk menjaga nilai-nilai demokrasi, 

keterbukaan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan 

desa.
10

 

3. Kedudukan dan Kewenangan BPD 

BPD memiliki kedudukan sejajar dengan Kepala desa, bukan di 

bawah atau di atas. Hubungan keduanya bersifat kemitraan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD tidak memiliki kewenangan 

eksekutif, tetapi dapat memberikan saran, kritik, dan persetujuan terhadap 

kebijakan desa. 

Menurut pendapat ahli, dalam sistem pemerintahan yang 

demokratis, lembaga seperti BPD berfungsi sebagai instrument checks and 

balances untuk menghindari kekuasaan yang absolut di tangan kepala 

desa.
11

 

Sebagai salah satu lembaga pelaksana pemerintahan, BPD 

mempunyai kedudukan sebagai perwakilan rakyat di pemerintahan desa 

sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 61 UU Desa yang menyatakan, 

bahwa secara kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa berhak; 

Mengawasi dan meminta keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, 

                                                           
9  Kementerian Dalam Negeri, Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa, (Jakarta: Kemendagri, 2015) 
10  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa 
11 Soetandyo Wignjosoebroto, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005). h 
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kepada pemerinntahandesa, Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan 

pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dan 

mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari 

anggaran pendapatan pembelanjaan desa.
12

 

Dalam rangka melaksanakan fungsinya, BPD mempunyai 

wewenang sebagai berikut:
13

 

a. Membahas dsn menyepakati Peraturan Desa tentang Pengelolaan Desa 

Wisata. 

b. Menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan dan pemanfaatan 

Desa Wisata. 

c. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Desa Wisata oleh 

Pemerintah Desa. 

d. Memberikan persetujuan dan pertimbangan terhadap kerja sama 

pengelolaan Desa Wisata dengan Pihak ke tiga. 

e. Mengawal prinsip berkelanjutan dalam pengelolaan Desa Wisata. 

Berdasarkan kutipan diatas dapat dipahami bahwa, Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis dalam sistem 

pemerintahan desa yang demokratis sebagai perwakilan rakyat dan 

instrument checks and balances terhadap kekuasaan kepala desa. 

                                                           
12 Sirajuddin dan Anis Ibrahim dkk, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, (Malang: 

Setara press, 2016), h. 
13  Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

tahun 2016 tentang Desa. 
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Berdasarkan UU Desa, BPD berwenang mengawasi, memberi 

pendapat, serta membahas regulasi desa bersama kepala desa. Selain itu, 

BPD juga berperan dalam mengusulkan kebijakan penting, menyalurkan 

aspirasi masyarakat, dan menjalankan fungsinya dengan dukungan 

anggaran dari APBDes. Dengan demikian, BPD menjadi pilar penting 

dalam menjaga transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pemerintahan 

desa. 

4. Peran BPD dalam Pemberdayaan Masyarakat 

Teori peran dalam sosiologi, seperti dikemukakan oleh Ralph 

Linton(1936), menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari status 

sosial, yang mengacu pada seperangkat harapan terhadap perilaku individu 

dalam posisi sosial tertentu. Dalam konteks pemerintahan desa, Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis dalam menjaga 

fungsi demokrasi, keterwakilan, dan pengawasan dalam tata kelola desa. 

Menurut Talcott Parsons(1951), dalam teori sistem sosialnya, 

setiap institusi sosial memiliki fungsi tertentu untuk menjaga 

keseimbangan masyarakat. BPD sebagai lembaga formal di desa, 

berfungsi menyalurkan aspirasi, menyusun regulasi bersama kepala desa, 

serta mengawasi kinerja kepala desa. Fungsi ini mencerminkan pentingnya 

peran BPD sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa. 

Fungsi legislatif dan kontrol sosial yang dijalankan oleh BPD juga 

selaras dengan konsep "checks and balances" dalam teori politik, di mana 

kekuasaan pemerintahan desa tidak bersifat absolut di tangan kepala desa, 
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melainkan harus seimbang dengan kekuatan lembaga representatif desa, 

yaitu BPD. Peran ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang desa dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD 

yang menegaskan fungsi legislasi, aspirasi, dan pengawasan sebagai inti 

peran BPD. Oleh karena itu, implementasi teori peran ini menjadi sangat 

penting dalam menganalisis efektivitas kerja BPD, terutama dalam 

mendukung pembangunan partisipatif seperti dalam pengelolaan desa 

wisata Pulau Pahawang. 

Dengan demikian, BPD tidak hanya sebagai lembaga administratif, 

tetapi juga sebagai aktor sosial politik yang memiliki fungsi strategis 

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, 

partisipatif, transparan, dan akuntabel. Teori Peran BPD dalam 

pemerintahan desa. 

BPD juga berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan desa. BPD harus menjadi penghubung yang efektif antara 

pemerintah desa dan warga, serta memastikan bahwa kebijakan desa 

berpihak pada kepentingan publik. 

BPD berperan strategis sebagai mitra kepala desa dalam mengawal 

aspirasi dan kepentingan masyarakat. Berikut beberapa peran penting 

BPD:
14

 

                                                           
14 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 55: “BPD adalah lembaga yang 

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa 

berdasarkan keterwakilan wilayah, UU No. 6 Tahun 2014, Pasal 69 ayat (1): “BPD mempunyai 

fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala desa, Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 5: “BPD 
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a. Sebagai Lembaga Aspiratif 

BPD menyerap, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi 

masyarakat agar menjadi bagian dari kebijakan pembangunan desa. 

b. Fungsi Legislasi Desa 

BPD bersama kepala desa menyusun dan menetapkan 

Peraturan Desa (Perdes), yang menjadi dasar hukum dalam 

melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. 

c.  Fungsi Pengawasan 

BPD berperan dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa 

dan pelaksanaan pembangunan, termasuk program pemberdayaan 

masyarakat. 

d. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas 

Melalui rapat desa dan musyawarah desa, BPD mendorong 

keterlibatan masyarakat dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan 

APBDes, sehingga program pemberdayaan benar-benar tepat sasaran. 

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa, Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis dalam 

mendukung keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di 

tingkat desa. Sebagai lembaga aspiratif, BPD menjembatani antara 

masyarakat dan pemerintah desa dengan menyerap serta 

memperjuangkan aspirasi warga. Dalam fungsi legislasinya, BPD 

berkolaborasi dengan kepala desa untuk menyusun dan menetapkan 

                                                                                                                                                                
mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan 

pengawasan terhadap kinerja kepala desa. 
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Peraturan Desa (Perdes) yang menjadi landasan hukum pelaksanaan 

program-program desa. 

5. Desa Wisata: Konsep dan Pengelolaannya 

Desa wisata adalah kawasan yang menawarkan daya tarik wisata 

berdasarkan keaslian lingkungan, budaya, dan kehidupan masyarakat desa. 

Menurut Nuryanti (1993)
15

, desa wisata merupakan bentuk integrasi antara 

atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu 

struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tradisi dan tata cara 

yang berlaku. 

Desa wisata adalah desa yang memiliki potensi yang unik dan 

tempat hiburan yang memiliki daya tarik baru, baik dalam lingkungan 

pedesaannya atau kehidupan sosial masyarakatnya yang diawasi dan 

dikemas secara menarik dan normal. “Dengan kemajuan pengembangan 

fasilitas tempat wisatanya, dalam lingkungan alam yang menyenangkan 

dan administrasi yang sangat terorganisir dan teratur sehingga dapat 

menarik dan memindahkan wisatawan ke desa, dan memiliki pilihan untuk 

mendorong kesejahteraan masyarakatnya dari desa wisata tersebut.”
16

 

Selanjutnya menurut pendapat lain menyatakan bahwa, desa wisata 

merupakan sebagian besar objek wisata yang sedang berkembang saat ini 

di semua sektor pariwisata. Pengembangan desa wisata yang berada di 

kawasan pedesaan memiliki karakteristik tersendiri. “Karakteristik yang 

                                                           
15 Nuryanti, W. (1993). Konsep, Perspektif dan Tantangan Desa Wisata. Gadjah Mada 

University. 
16  T. Prasetyo Hadi Atmoko, “Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan 

Kabupaten Sleman”, Jurnal Media Wisata 12, no.2, (2014), h. 147. 
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dimiliki pada suatu pedesaan meliputi sumber daya alam yang masih asli, 

keunikan desa, tradisi dan budaya masyarakat lokal. Berbagai macam 

karakteristik tersebut menjadikan identitas suatu pedesaan yang dapat 

dijadikan desa wisata. ”Bersamaan dengan itu, desa wisata secara tidak 

sengaja dapat mendorong masyarakat lokal untuk tetap menjaga dan 

melestarikan alam serta kebudayaan yang telah dimiliki desa tersebut.
17

 

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa, desa wisata 

adalah desa yang memiliki potensi keunikan alam, budaya, dan kehidupan 

sosial masyarakat yang dikemas secara menarik untuk menarik wisatawan. 

Dengan pengelolaan fasilitas wisata yang baik dan terorganisasi, desa 

wisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, 

pengembangan desa wisata juga mendorong pelestarian sumber daya alam, 

tradisi, dan budaya lokal, sehingga memperkuat identitas pedesaan dan 

berkontribusi terhadap sektor pariwisata secara keseluruhan. 

 

B. Teori Pengawasan  

1. Pengertian Pengawasan 

Pengawasan merupakan suatu kegiatan atau agenda yang bertujuan 

untuk memastikan agar penyelenggaraan suatu kegiatan atau agenda sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Definisi pengawsan 

menurut George R. Terry (2006) merupakan:  

“Kegiatan memastikan terhadap pelaksanaan yang telah dilakukan, 

artinya mengevaluasi kinerja dan mengambil tindakan korektif apabila 

                                                           
17 Itah Masitah, “Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan 

Pangandaran Kabupaten Pangandaran”, Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara 6, 

no. 3, (2019), h. 46 
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hasil pekerjaan menyimpang dengan apa yang telah direncanakan 

sebelumnya. Maka dari segi manajemen pengawasan merupakan 

pengamatan dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dan 

memberikan masukan atau koreksi terhadap penyimpangan agar pekerjaan 

yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan.”  

Sedangakan definisi pengawsan yang dikemukakan oleh Siagian 

(2004) merupakan: “Proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi 

yang bertujuan untuk menjamin semua kegiatan yang sedang dilakukan 

berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan 

merupakan proses mengamati, melihat dan memeriksa baik secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan yang sedang dilakukan 

apakah sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya.“ 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa definisi dari pengawasan adalah suatu kegiatan atau agenda yang 

dilakukan oleh orang atau lembaga pengawasan yang bertujuan untuk 

mengamati, meneliti dan memastikan suatu kegiatan atau agenda berjalan 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dan 

mengambiltindakan korektif atau evaluasi apabila terdapat penyimpangan 

terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan agar sesuai dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan.
18

 

 

 

                                                           
18 Siagian, S. P. (2004). Fungsi-fungsi Manajerial. Bumi Aksara. 
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2. Teoti Pengawasan Adminitrasi 

Pengawasan administrasi  adalah suatu proses pemantauan, 

pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan  administrasi 

dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut siagian (2006) menyatakan bahwa pengawasan administrasi 

adalah kegiatan mengawasi dan memantau pelaksanaan kegiatan 

administrasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut 

wahyudi (2011) menyatakan bahwa pengawasan administrasi adalah 

proses pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanan kegiatan 

administrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Menurut 

Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2007 mengemukakan bahwa, 

pengawasan adalah  kegiatan mengawasi dan memantau pelaksanaan tugas 

dan fungsi pemerintah.
19

 

Pengawasan dan pengendalian dalam administrasi publik merupakan 

elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Di Indonesia, 

pengawasan dan pengendalian administrasi publik bertujuan untuk 

memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilakukan sesuai 

dengan hukum, efisien, transparan, dan akuntabel.
20

 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa, 

pengawasan administrasi adalah  proses pemantauan, pengawasan dan 

evaluasi terhadap pelksanaan kegiatan administrasi dalam suatu organisasi 

                                                           
19 Maringan Masry Simbolon, Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen (Jakarta: Ghalia 

Indonesia : 2004).65 
20  Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Sistem Administrasi Negara 

Republik Indonesia, Jilid II, Jakarta : Toko Gunung Agung, 1996, hlm. 148. 
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atau lembaga untuk memastikan bahwa kegiatan administrasi tersebut 

dilaksanakan sesuai dengan rencana, kebijakan dan prosedur yang telah 

ditetapkan. Sehingga sumber daya dan tujuan pelaksanaan tersebut 

tercapai dengan baik, efektif dan efesien.  

Tujuan dari adanya pengawasan administrasi yaitu:
21

 

a. Memastikan kegiatan administrasi berjalan sesuai rencana dan 

peraturan.  

b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.  

c. Mencegah penyimpangan, mengadministrasi, dan ketidakefisienan.  

d. Menilai kinerja organisasi.  

e. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.  

Berikut proses pengawasan administrasi yaitu
22

: 

a. Pemantauan: Mengamati pelaksanaan kegiatan administrasi secara 

berkala.  

b. Pengukuran: Menentukan standar kinerja dan mengukur kinerja 

aktual.  

c. Evaluasi: Membandingkan kinerja aktual dengan standar dan 

mengidentifikasi penyimpangan.  

d. Tindakan Koreksi: Melakukan tindakan perbaikan untuk mengatasi 

penyimpangan yang ditemukan 

 

                                                           
21 Handayaningrat,S. Pengantar Study Ilmu Administrasi dan Manajemen. ( Jakarta : CV  

Haji Masagung,1994). 146 
22  M. Manullang. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta, Galia Indonesia. 1990. 69 
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C. Landasan Hukum Pembentukan BPD 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk sebagai perwujudan 

demokrasi di tingkat desa dan berfungsi sebagai lembaga legislatif desa yang 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Landasan hukum pembentukan BPD terdapat dalam:
23

 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, khususnya: 

a. Pasal 55: “BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa 

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.” 

2. Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan 

Desa 

3. Peraturan Daerah (Perda) kabupaten/kota masing-masing sebagai 

pelaksanaan teknis sesuai kondisi lokal. 

 

D. Implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 

1. Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang BPD 

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 

2016 merupakan landasan hukum yang mengatur secara khusus mengenai 

kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Dalam Permendagri ini, BPD diakui sebagai lembaga yang memiliki posisi 

                                                           
23 Muhammad Tafsir, Hukum Pemerintahan Desa, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 

102-105 
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strategis dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah 

desa. 

Menurut Pasal 5 ayat (1) Permendagri No. 110 Tahun 2016, BPD 

berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama 

kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta 

melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Lebih lanjut, dalam 

Pasal 31, diatur bahwa pelaksanaan tugas BPD harus dilakukan secara 

partisipatif, demokratis, dan akuntabel. 

Sebagaimana dijelaskan oleh ahli dalam bukunya Hukum 

Pemerintahan Desa di Indonesia, pelaksanaan peran BPD belum 

sepenuhnya optimal karena terbentur pada keterbatasan sumber daya 

manusia, pemahaman terhadap regulasi, serta minimnya pelatihan yang 

bersifat teknis administratif.
24

 

Lebih lanjut, salah satu pendapat ahli menyatakan bahwa 

implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 sangat tergantung pada 

kemauan politik kepala desa dan kapasitas anggota BPD itu sendiri. Di 

beberapa daerah, BPD hanya menjadi pelengkap struktur formal, bukan 

aktor substantif dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa.
25

 

Berdasarkan kutipan diatas dapat penulis pahami bahwa, 

pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih belum 

optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman 

                                                           
24 Suparman, Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2020)  

hlm. 45 
25 Yulianto, E, Desentralisasi dan Demokrasi Lokal, (Yogyakarta: Gava Media,  2019), 

hlm.       68. 
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terhadap regulasi, serta minimnya pelatihan teknis administratif. Selain itu, 

efektivitas implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 sangat 

bergantung pada kemauan politik kepala desa dan kapasitas anggota BPD, 

sehingga di beberapa daerah, BPD cenderung hanya berperan sebagai 

pelengkap struktural tanpa kontribusi substansial dalam pengambilan 

keputusan desa. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Permendagri 110 

Tahun 2016 

Berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut ahli, keberhasilan 

implementasi suatu kebijakan publik, seperti Permendagri No. 110 Tahun 

2016, tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi itu sendiri, melainkan 

juga pada mekanisme pelaksanaannya. Mengacu pada teori implementasi 

kebijakan George C. Edwards III, terdapat empat variabel utama yang 

sangat menentukan keberhasilan implementasi di tingkat lapangan::
26

 

a. Komunikasi 

b. Sumber Daya 

c. Disposisi (sikap pelaksana) 

d. Struktur Birokrasi 

Dalam konteks Permendagri 110/2016, komunikasi antara 

pemerintah kabupaten, kepala desa, dan BPD sangat menentukan sejauh 

mana peraturan ini dipahami dan dijalankan. Kemudian, sumber daya, baik 

                                                           
26 Nugroho, R, Public Policy, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), h. 101 
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dari aspek anggaran, fasilitas, maupun kapasitas aparatur desa, menjadi 

tantangan tersendiri. 

 

E. Strategi Optimalisasi Peran BPD  

1. Peran Strategis BPD dalam Pemerintahan Desa 

Optimalisasi peran BPD sangat penting agar dapat berfungsi secara 

efektif sebagai representasi masyarakat desa. Dalam hal ini, BPD harus 

mampu: 

a. Menjadi penyalur aspirasi masyarakat 

b. Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa 

c. Menginisiasi musyawarah desa 

Menurut pendapat ahli, BPD dapat menjadi motor penggerak 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, asalkan dilengkapi 

kapasitas kelembagaan yang memadai. 

2. Strategi Optimalisasi Peran BPD 

Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran 

BPD antara lain: 

a. Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 

Pelatihan berkelanjutan mengenai regulasi desa, manajemen 

pemerintahan desa, dan teknik musyawarah perlu dilakukan. 

b. Penguatan Fungsi Legislasi dan Pengawasan 

BPD perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan 

perencanaan dan penganggaran desa. Fungsi kontrol BPD harus 

didukung oleh dokumen dan data yang transparan. 
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c. Sinergi antara BPD dan Pemerintah Desa 

Perlu ada forum koordinasi rutin antara BPD dan kepala desa agar 

komunikasi dan pelaksanaan program dapat berjalan lancar. 

 

F. Kerangka Teori Implementasi 

Penelitian ini, kerangka teori digunakan untuk menjelaskan secara 

ilmiah bagaimana proses implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 

tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dijalankan di tingkat desa, 

khususnya dalam pengelolaan Desa Wisata Pulau Pahawang. Pendekatan teori 

yang digunakan terdiri atas: Teori Implementasi Kebijakan George C. 

Edwards III. 

Menurut Teori implementasi kebijakan George C. Edward III(1980),
27

  

menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel 

utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur 

birokrasi. Implementasi kebijakan adalah proses yang dinamis dan 

memerlukan persiapan dan perencanaan yang baik untuk mencapai tujuan 

kebijakan.  Model ini  menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah 

sebuah proses yang dipengaruhi oleh interaksi antara keempat variabel 

tersebut. Jika komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi 

berjalan dengan baik, maka implementasi kebijakan akan berjalan dengan 

efektif dan tujuan kebijakan akan tercapai. Keempat variabel  utama yaitu
28

: 

 

                                                           
27 Agustino, Leo. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.2016. 136-141 
28 Pramono, Joko. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik.  Surakarta, Unisri Press, 

2020. 17 
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a. Komunikasi 

Komunikasi yang efektif sangat penting dalam implementasi 

kebijakan karena membantu menyebarkan informasi tentang 

kebijakan kepada pelaksana dan masyarakat, sehingga mereka 

memahami tujuan dan cara pelaksanaannya.  

b. Sumber Daya: 

Sumber daya yang memadai, seperti anggaran, staf, dan 

peralatan, sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. 

Kurangnya sumber daya dapat menghambat implementasi dan 

menyebabkan tujuan kebijakan tidak tercapai.  

c. Disposisi: 

Disposisi adalah kesiapan dan motivasi para pelaksana 

kebijakan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Pelaksana 

yang memiliki disposisi positif akan lebih bersedia dan mampu 

untuk melaksanakan kebijakan secara efektif.  

d. Struktur Birokrasi: 

Struktur birokrasi yang efisien dan fleksibel juga berperan 

penting dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang 

terlalu kaku dan tidak responsif dapat menghambat implementasi 

kebijakan.
29

   

Dalam  undang-undang no. 110 tahun 2016, keempat variabel 

tersebut saling berkaitan dan saling terhubung.  Komunikasi antara 

                                                           
29 Abidin, Zaid Zainal. Kebijakan Publik. Jakarta, Tim Penerbit Yayasan Pancur Siwah, 

2004. 8 
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kepala desa, anggota BPD dan masyarakat sangat menentukan sejauh 

manakebijakan ini dilaksanakan. Kemudian sumber daya, baik dari aspek 

anggaran, fasilitas, maupun kapasitas aparatur desa dan anggota BPD 

menjadi tantangan tersendiri. Selain itu kesiapan dan umpan balik 

pelaksanan BPD  juga sangat berpengaruh dalam kelancaran pelaksaan  

kebijakan. 



 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan suatu ilmu atau cara ilmiah 

untuk mendapatkan suatu data guna untuk tujuan dan kegunaan tertentu.
1
 Maka 

terdapat empat kata kunci dari penelitian ilmiah yang harus di perhatikan yaitu 

cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dalam kondisi 

alamiah, menggunakan metode alami, dan oleh individu atau peneliti 

yang tertarik secara alami.
2
 

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti memilih penelitian 

kualitatif.  peneliti menjelaskan berbagai pertanyaan tentang subjek yang 

diteliti dalam suatu jenis penelitian lapangan (field research). 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Deskriptif Kualitatif 

adalah laporan evaluasi yang mencakup sejumlah besar pengalaman orang 

yang di tulis dalam bentuk naratif untuk menggambarkan tentang apa yang 

terjadi dalam suatu peristiwa. Dari pengertian tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa peneliti yang digunakan bersifat deskripsi karena 

peneliti ini berupaya menggambarkan mengenai situasi atau kejadian 

                                                           
1 Almasdi Syahza dan Universitas Riau, Buku Metodologi Penelitian, Edisi Revisi Tahun 

2021,2021 
2 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya, 2009),6 
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dengan menguraikan secara logis berdasarkan bukti dan data yang 

memadai. 

 

B. Sumber Data/Informan Penelitian 

Sumber data adalah sumber-sumber yang dimungkinkan seorang 

peneliti mendapatkan sejumlah informasi atau data-data yang dibutuhkan 

dalam sebuah penelitian.
3
 Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam 

menyusun karya ilmiah ini dikelompokkan menjadi dua, yakni data primer 

dan data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti dari sumber pertamanya.
4
 Sumber primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data.
5
 Sumber-sumber data 

primer dalam penelitian ini yaitu; 

a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulau Pahawang 

b. Kepala desa dan aparat desa lainnya 

c. Pelaku Usaha Wisata di Pulau Pahawang 

d. Tokoh Masyarakat atau tokoh adat setempat 

e. Pengunjung atau wisatawan sebagai pengguna layanan wisata 

 

 

                                                           
3 Mukhtar, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif, (Jakarta : Referensi, 2013), h. 

107 
4 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 39 
5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung : Alfabeta, 

2013), h. 225 
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2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung oleh peneliti, tapi telah berjenjang melalui sumber tangan kedua 

dan ketiga.
6
 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa, sumber data 

sekunder dikenal sebagai data-data pendukung atau pelengkap data utama 

yang digunakan oleh peneliti. Jenis data sekunder misalnya dapat berupa 

membaca, mencatat mempelajari buku-buku, dokumentasi, grafik, 

manuscript, tulisan-tulisan tangan, dan berbagai dokumentasi lainnya yang 

berkaitan dengan Implementasi Permendagri No 110 Tahun 2016 Tentang 

Badan Permusyawaratan Desa. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka untuk memperoleh data yang alami dan objektif dilokasi 

penelitian, peneliti menggunakan bermacam-macam metode pengumpulan 

data untuk mencapai tujuan penelitian tersebut. Adapun peneliti dalam 

mengumpulkan data menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Metode Wawancara (Interview) 

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informasi yang 

memenuhi kriteria serta paham dengan data yang peneliti butuhkan. 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud atau tujuan tertentu yang 

dilakukan oleh dua pihak melalui proses tanya jawab yang berlangsung 

satu arah artinya yaitu pertanyaan datang dari pihak narasumber dengan 

                                                           
6 Mukhtar, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif., h. 100 
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akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai 

dengan data. Secara umum wawancara yang dilakukan berhadapan 

langsung dengan informasi, tetapi wawancara juga dapat dilakukan 

melalui media telepon atau alat komunikasi lainnya. Merujuk pada 

penelitian ini, pengolahan data diperoleh dan ditelusuri dari inteview  

langsung dengan BPD, Masyarakat, Pengunjung dan yang lainnya 

2. Metode Observasi 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data di mana 

peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka 

saksikan selama penelitian.
7
 

“Sedangkan metode observasi yang peneliti gunakan adalah 

observasi partisipan, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan 

di mana observer dan peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian 

responden.”
8
 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa, metode 

observasi yang digunakan peneliti adalah observasi partisipan, yaitu teknik 

pengumpulan data melalui pengamatan langsung dengan keterlibatan aktif 

peneliti dalam aktivitas keseharian responden. 

 

 

 

                                                           
7 W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Grasindo, 2002), h. 116  
8 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, h. 140 
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3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau 

variabel yang berupa buku-buku, majalah, transkip, surat kabar, prasasti, 

notulen rapat, catatan harian.
9
 

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen, baik dokumen tertulis maupun 

tidak tertulis.
10

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa, metode 

dokumentasi ini penulis gunakan untuk pembuatan dan penyimpanan 

bukti-bukti (gambar, tulisan, dan suara) terhadap segala hal baik objek atau 

peristiwa yang terjadi di Desa. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Setelah data yang diteliti terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah 

menganalisa data; 

“Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
11

 

                                                           
9 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2010), Edisi Revisi VI, Cet. 14, h. 156 
10 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Anak Rosdakarya, 

2009), 221–22.   
11 Ibid., h. 244 
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Secara umum terdiri dari tiga jalur kegiatan yang terjadi secara 

bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data (penarikan 

kesimpulan). 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, 

memfokuskan dan suatu bentuk analisis yang tajam, ringkas, terfokus, 

membuang data yang tidak penting, dan mengorganisasikan data sebagai 

cara untuk menggambarkan dan memverifikasi kesimpulan akhir.
12

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa, reduksi data 

merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan final dapat ditarik. 

2. Display Data (Penyajian Data) 

Penyajian data atau display data adalah usaha merangkai informasi 

yang terorganisir dan tersusun dalam upaya menggambarkan kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Sedangkan 

penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

bersifat naratif. Ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.
13

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa, penyajian 

data merupakan suatu cara memberikan kemudahan kepada setiap peneliti 

dengan cara menyajikan data secara utuh, setelah itu mengkategorisasikan 

                                                           
12 Mukhtar, Ibid., h. 135 
13 Ibid 
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data yang telah terkumpul dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori, dan sejenisnya agar mudah dipahami dalam menganalisis. 

3. Conclusion Drawing/Verification (Kesimpulan) 

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan menggambarkan yang 

utuh dari objek yang diteliti atau konfigurasi yang utuh dari objek 

penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara 

dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti 

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel.
14

 

 Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa, kesimpulan 

adalah suatu tahap pemikiran atau proses menganalisis suatu penelitian, 

yang sebelumnya data di lapangan belum jelas kemudian data menjadi 

rinci dan jelas.  

 

  

                                                           
14 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik., h. 252 



 

 

 

 

BAB lV 

PEMBAHASAN 

 

A. Profil Objek Desa Wisata Pulau Pahawang  

1. Letak geografis dan adminitratif Desa Pulau Pahawang 

Pulau Pahawang yang terletak di Kecamatan Punduh Pidada, 

Kabupaten Pesawaran, Lampung, Indonesia, resmi berdiri pada tanggal 2 

November 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 

tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran. Awalnya kabupaten ini 

merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Selatan. Wilayah ini kaya 

akan sumber daya pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Secara umum 

mempunyai iklim hujan tropis yang mirip dengan iklim khas Provinsi 

Lampung, dengan curah hujan tahunan berkisar antara 2.264 mm hingga 

2.868 mm dan hari hujan antara 90 hingga 176 hari per tahun. Kabupaten 

Pesawaran terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) pulau. Tiga pulau terbesarnya 

adalah Pulau Legundi dan Pulau Pahawang. 

Pahawang adalah nama sebuah desa yang terletak di kecamatan 

Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran. Pulau ini memiliki luas sekitar 

1.084 hektar dan terdiri dari enam desa, yaitu Pahawang, Suakbuah, 

Penggetahan, Jeralangan, Kalangan, dan Cukuhnyai. Kawasan Pulau 

Pahawang terbagi menjadi dua bagian, yaitu Pahawang Besar dan 

Pahawang Kecil. Wilayah ini menawarkan pesona wisata bahari dengan 

pantai berpasir putih, pemandangan alam perbukitan, serta keindahan 

dunia bawah laut. Kondisi bawah laut di sini memiliki ciri khas, dengan 
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kedalaman air yang tidak terlalu dalam dan kejernihan air mencapai 7–10 

meter. Disini sering ditemukan berbagai jenis ikan karang seperti ikan 

parrot, ikan cardinal, ikan mandarin, ikan nemo, kerapu, dan penyu. 

Kawasan Pulau Pahawang memiliki berbagai budaya yang berasal 

dari suku Lampung asli, suku Sunda, serta sebagian kecil masyarakat dari 

Lampung Pesisir, Bugis, Padang, Jawa, dan kelompok pendatang lainnya. 

Keharmonisan yang terus berkembang di Pulau Pahawang merupakan 

bentuk kearifan lokal, di mana terjadi keselarasan antara alam dan 

masyarakat setempat. Kearifan lokal ini terbentuk melalui proses interaksi 

antara manusia dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari..
1
 

Secara administratif Pulau Pahawang Besar memiliki batas-batas 

wilayah sebagai berikut :  

Sebelah Utara  : Teluk Ratai  

Sebelah Selatan  : Teluk Punduh  

Sebelah Timur  : Teluk Lampung  

Sebelah Barat  : Desa Tajur 

Desa Pulau Pahawang terletak pada ketinggian 10 diatas 

permukaan laut, memiliki kondisi tanah landau dan berbukit dan rata-rata 

suhu udara sekitar 28°,5 C – 32° C. Pulau Pahawang memiliki potensi 

geografis yang terdapat di wilayah darat maupun lautnya. Sebagian besar 

ekosistem daratan merupakan hutan, di daerah pantai terdapat hutan 

                                                           
1  Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Profil Kabupaten Pesawaran (Pesawaran: Pemkab 

Pesawaran, 2022), hlm. 5. 
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mangrove yang relatif masih baik. Di beberapa kawasan terdapat pantai 

landai, berpasir ataupun berlumpur.  

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran 

sebagian masyarakat Pulau Pahawang merupakan penduduk pendatang 

dari berbagai daerah baik daerah Lampung sendiri maupun di luar 

Lampung seperti Jawa Barat, Banten, Sulawesi, Sumatera Barat. Penduduk 

Desa Pulau Pahawang dibagi berdasarkan jenis kelamin, mata 

pencaharian, usia dan tingkat pendidikan. 

Tabel 4.1 

Jumblah Penduduk Berdasarkan Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Presentase  

1 

2 

Laki-laki  

Perempuan  

768 

693 

63,3 % 

36,7 % 

  ± 1.461 jiwa  

 

Berdasarkan data BPS Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 jumlah 

penduduk Desa Pulau Pahawang berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat 

pada tabel 4.1. 

2. Potensi Wisata dan demografis Masyarakat Desa 

Provinsi Lampung memiliki banyak potensi alam, salah satunya 

pada potensi wisata bahari. Salah satu tempat wisata bahari yang menjadi 

destinasi yang menarik adalah Pulau Pahawang. Secara administrasif 

Pulau Pahawang terletak di Kabupaten Pesawaran yang berada dalam 

Kawasan Perairan Teluk Lampung. Menurut Alvi et al. Kabupaten 

Pesawaran sangat strategis dalam pengembangan aktifitas wisata bahari, 

karena memiliki garis pantai sepanjang 96 km dan dan gugusan pulau – 

pulau. Kabupaten pesawaran kurang lebih memiliki 24 objek wisata bahari 
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yang tersebar di gugusan pulau – pulau tersebut, salah satunya adalah 

Pulau Pahawang. 

Menurut Radhiansyah dan Pribadi, Pulau Pahawang memiliki 

kawasan wisata bawah air yang menjadi daya tarik seperti ekosistem 

terumbu karang yang indah untuk menunjang kegiatan snorkling dan 

fotografi bawah air. Selain itu juga didukung adanya pembangunan 

fasilitas penunjang yang massif meliputi tempat penginapan, restoran, 

toilet umum, dermaga dan kapal untuk penyebrangan ke pulau – pulau. 

Secara umum, kajian oseanografi tentang arus laut di Perairan sekitar 

Teluk Lampung oleh Milasari menyatakan bahwa kecepatan rata–rata arus 

laut di teluk Lampung sebesar 0,0472 m/s. Sedangkan studi oseanografi 

tentang parameter gelombang di Perairan sekitar Teluk Lampung oleh 

Ahmad menyatakan bahwa karakteristik gelombang di Teluk Lampung 

untuk perairan di dalam Teluk Lampung memiliki ketinggian gelombang 

berkisar antara 0 – 1,25 meter.  

Sarana prasarana pariwisata adalah pihak-pihak yang memberikan 

pelayanan untuk masyarakat kawasan wisata yang kehidupannya banyak 

tergantung pada kunjungan dari wisatawan. Menurut teori dari Lothar A. 

Kreek dalam bukunya Tourism dalam Yoeti sarana dasar yang harus 

dipenuhi dan menjadi acuan pada penelitian in yaitu aksesibilitas, 

akomodasi, fasilitas, transportasi, catering service, aktivitas rekreasi, 

perbelanjaan, jaringan telekomunikasi, sistem perbankan, kesehatan, 
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keamanan, kebersihan, sarana ibadah, sarana pendidikan, dan sarana 

olahraga. 

Dilihat dari fasilitas pendukungnya, terdapat beberapa fasilitas 

yang sudah tersedia seperti toilet umum, musholla, toko cendramata, 

dermaga serta pos, warung, dan publik area. Minimnya fasilitas 

pendukung yang ada dibutuhkan peningkatan beberapa prasarana di 

Kawasan Wisata Pulau Pahawang menurut teori dari Lothar A. Kreek 

yaitu kemudahan akses, parkir yang memadai, toilet umum, sarana 

kesehatan dan ATM yang belum tersedia, sarana persampahan, jaringan 

telekomunikasi, jaringan jalan, dan olahraga yang kurang memadai. 

Peningkatan tersebut perlu dilakukan agar Kawasan Wisata Pulau 

Pahawang dapat mendukung wisata bahari agar masyarakat dan wisatawan 

dapat merasakan kenyamanan dan ingin kembali lagi ke Wisata Pulau 

Pahawang. Pembahasan analisis lokasi dan tapak menghasilkan kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman yang perlu diperhatikan dalam 

pengembangan Kawasan Wisata Pulau Pahawang (Dusun 3 Jeralangan) 

antara lain: 

 

 



47 

 

 

 

Tabel 4.2  

 

Event pariwisata merupakan strategi pemasaran yang dilakukan 

pemerintah untuk menarik perhatian wisatawan dan untuk 

memperkenalkan destinasi wisata. Pulau Pahawang merupakan salah satu 

destinasi wisata dengan pertumbuhan pariwisata yang paling pesat dan 

menjadi destinasi wisata unggulan di Kabupaten Pesawaran Lampung.  

Pahawang Culture Festival memiliki dampak positif yang 

signifikan terhadap perkembangan ekonomi lokal, termasuk peningkatan 

pendapatan masyarakat setempat, penambahan peluang kerja, dan 
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dukungan terhadap pertumbuhan sektor pariwisata. Festival ini juga 

memberikan kesempatan bagi para pengusaha lokal untuk melakukan 

inovasi dan menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Contohnya: 

mereka dapat mengembangkan strategi pemasaran baru, menawarkan 

paket wisata khusus. Hal ini membantu dalam mempertahankan 

pendapatan dan mendukung para pengusaha lokal untuk bertahan di 

tengah ketidakpastian ekonomi. 

3. Struktur Pemerintah Desa dan BPD Desa Pulau Pahawang 

Pemerintah Desa Pulau Pahawang dipimpin oleh seorang Kepala 

desa, yang saat ini dijabat oleh Ahmad Salim. Sekretaris Desa adalah Aris 

Tama. Desa Pulau Pahawang juga memiliki 6 dusun dan 12 RT. Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwakilan desa yang 

memiliki struktur organisasi yang umumnya terdiri dari Ketua, Wakil 

Ketua, Sekretaris, dan anggota. Struktur organisasi BPD ini didasarkan 

pada prinsip partisipatif, di mana semua anggota memiliki peran dan 

tanggung jawab masing-masing untuk menjembatani aspirasi 

masyarakat, BPD juga dapat membentuk panitia atau kelompok kerja 

untuk mendukung kinerjanya.  
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a. Profil dan Potensi Desa  

1. Nama Desa   : Pulau Pahawang  

2. Kode Desa   : VII.08.10  

3. Kepala desa   : Ahmad Salim  

4. Sekretaris Desa  : Aris Tama  

5. Jumlah Dusun  : 6 Dusun  

6. Jumlah RT   : 12 RT  

7. Jumlah Penduduk  : 1.715 Jiwa  

8. Luas Wilayah  : 1.020 Ha 

b. Profil BUMDES  

Terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bernama 

BUMDes Pahawang, yang merupakan bagian dari struktur organisasi 

desa: 

Nama BUMDES : Badan Usaha Milik Desa Pahawang  

Tanggal Dibentuk : 21 Oktober 2016  

Kedudukan : Desa Pulau Pahawang, Kec. Marga Pundu, Kab. 

Pahawan, Lampung  

Unit Usaha :  

1. Jasa Penyebrangan dan Penginapan  

2. Jasa Peralatan Hiburan dan Bangunan  

3.  Retribusi Pengelolaan Wisata Lokal  

4.  Kerjasama Jaringan Informasi dan Telekomunikasi  

5. Simpan Pinjem 
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6. Jasa Transaksi Keuangan  

7.  Budidaya Perikanan Dan Terumbu Karang 

 

B. Implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 oleh BPD dalam 

Pengelolaan Desa Wisata 

1. Bentuk-bentuk Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD Berdasarkan 

Permendagri No. 110 Tahun 2016 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang 

mewakili masyarakat desa dan memiliki posisi yang setara dengan 

pemerintah desa. Keberadaan BPD diatur dengan jelas dalam Permendagri 

Nomor 110 Tahun 2016 mengenai Badan Permusyawaratan Desa. Dalam 

Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa BPD memiliki tugas untuk membahas 

serta menyetujui rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala desa, 

menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat desa, serta 

melakukan pengawasan atas kinerja Kepala desa. Fungsi-fungsi ini 

menjadi dasar penting untuk menciptakan tata kelola desa yang melibatkan 

partisipasi masyarakat, termasuk di bidang pengelolaan desa wisata.
2
 

Dalam praktiknya, BPD menjalankan tugas dan wewenangnya 

seperti yang tercantum dalam Pasal 63 Permendagri No. 110 Tahun 2016, 

di antaranya mengadakan pertemuan dengan penduduk, menyampaikan 

aspirasi baik secara lisan maupun tertulis kepada pemerintah desa, 

mendiskusikan rancangan peraturan desa yang berhubungan dengan 

                                                           
2 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 5 ayat 

(1). 
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pengembangan potensi wisata, serta melakukan pemantauan dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan program pembangunan desa wisata.
3

Hal ini 

menunjukkan bahwa BPD tidak hanya berfungsi dalam pembuatan 

peraturan, tetapi juga dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan 

desa. 

Peran pengawasan yang dilakukan BPD sangat krusial, terutama 

untuk memastikan bahwa program pembangunan wisata dijalankan sesuai 

dengan aturan yang ada dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui 

musyawarah desa, BPD dapat memantau penggunaan anggaran, partisipasi 

masyarakat, serta efektivitas program desa wisata yang sedang 

dilaksanakan.
4
 Sesuai yang tercantum dalam Juknis Pengawasan BPD, 

pengawasan yang dilakukan meliputi tidak hanya aspek keuangan, tetapi 

juga mencakup evaluasi terhadap keberlanjutan kegiatan dan dampaknya 

bagi masyarakat desa.
5
 

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa peran BPD 

seringkali belum berjalan optimal. Sebuah kajian di Desa Sagu, Kabupaten 

Sambas, misalnya, mengungkapkan bahwa fungsi BPD dalam 

menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik akibat 

keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai 

                                                           
3 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 63. 
4 Juragan Desa, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD Desa, diakses melalui 

juragandesa.net 
5  Cipta Desa, Juknis Pengawasan Kinerja Kepala desa oleh BPD, diakses melalui 

ciptadesa.com 
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peran BPD.
6
 Situasi serupa juga terjadi di berbagai desa lain, di mana 

pengawasan pembangunan desa, termasuk desa wisata, masih lemah 

karena kurangnya kapasitas anggota BPD.
7
 

Dalam mengawasi kinerja pemerintah desa, BPD mengajak 

masyarakat untuk membantu mengawasi terhadap proses pelaksanaan 

pembangunan dan dalam proses kegiatan desa. Agar  masyarakat dapat 

berpartisipasi dalam semua proses pengawasan sehingga semua 

pengawasan tersebut terlaksana dengan baik dan terhindar dari hal-hal 

yang tidak diinginkan. Hal tersebut sesuai dengan hasail wawancara 

dengan Bapak Sahirin,selaku tokoh masyarakat, yang menyatakan 

bahwa
8
: 

“Iya, BPD desa mengajak masyarakat desa untuk saling mangawasi 

semua kegiatan yang ada di desa negara ratu dan mengawasi 

kinerja semua aparatur desa. Apabila ada yang kurang pas kami 

melaporkan kepada BPD” (wawancara dengan Bapak Bandi, 18 

Juni 2025) 

Dengan pelaksanaan Permendagri No. 110 Tahun 2016 dalam 

pengelolaan desa wisata memerlukan komitmen dari BPD untuk 

melaksanakan fungsi legislasi, aspirasi, dan pengawasan secara efektif. 

Optimalisasi peran BPD dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas 

                                                           
6 Yuliananingsih M., dkk., “Fungsi BPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi 

Masyarakat Desa Sagu”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 2 (2023). 
7  Inspektorat Kabupaten Lebak, Manajemen Pengawasan Desa Sukarendah oleh BPD, 

diakses melalui inspektorat.lebakkab.go.id 
8 Wawancara dengan Bapak Bandi, Masyarakat Desa Negara Ratu, Minggu, 18 Juni 2025  
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kelembagaan, memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, serta 

melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan desa wisata. 

Upaya ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola desa wisata yang 

transparan, akuntabel, dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat desa. 

BPD memiliki sejumlah kewenangan yang relevan untuk pengelolaan desa 

 wisata, yaitu: 

a. Membahas dan menyepakati bersama kepala desa rancangan 

Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur pengelolaan desa wisata. 

b. Menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang pengelolaan 

potensi wisata desa yang berbasis pada kearifan lokal dan partisipasi 

masyarakat. 

c. Mengatur pemanfaatan dan perlindungan aset desa yang digunakan 

untuk kegiatan pariwisata agar tidak disalahgunakan dan tetap 

memberikan manfaat bagi masyarakat desa. 

d. Menetapkan ketentuan mengenai retribusi, kontribusi, dan 

pembagian hasil usaha pariwisata desa sebagai bagian dari 

Pendapatan Asli Desa (PAD). 

e. Membahas dan memberikan persetujuan terhadap kerja sama 

pengelolaan desa wisata antara pemerintah desa dengan pihak ketiga. 

f. Mengawal agar setiap Peraturan Desa di bidang pariwisata sejalan 

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta prinsip 

keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. 
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g. Menjamin bahwa proses pembentukan Peraturan Desa dilakukan 

secara demokratis melalui musyawarah desa dan melibatkan aspirasi 

masyarakat setempat
9
. 

2. Peran BPD dalam Mengawasi Pelaksanaan Program Pembangunan 

Wisita 

Pengawasan Kinerja Kepala desa oleh BPD ini menjadi lampiran 

Surat Edaran (SE) Kemeterian Dalam Negeri Nomor 100.3.2.7/8655/SJ 

tentang Optimalisasi Fungsi Pengawasan BPD terhadap Kinerja Kepala 

desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. SE Mendagri yang diterbitkan 

tanggal 5 Desember 2022 tersebut ditujukan kepada Bupati/Walikota di 

seluruh Indonesia yang memiliki Desa. 

Menindak lanjuti Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang 

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 110 

Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka 

mengoptimalisasi fungsi pengawasan BPD terhadap Kinerja Kepala desa 

dalam pengelolaan keuangan Desa, maka disampaikan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 55 

menyebutkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah 

membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama 

Kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, 

dan melakukan pengawasan kinerja Kepala desa. 

                                                           
9 Kelembagaan BPD dalam Pemendagri No. 110 Tahun 2016, juni 29,2019 

https://www.ciptadesa.com/permendagri-73-tahun-2020/
https://www.ciptadesa.com/uu-6-tahun-2014/
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b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang 

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa: 

1) Pasal 20 ayat 1, BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja 

kepala desa dalam pengelolaan keuangan Desa. 

2) Pasal 21, hasil pengawasan oleh BPD disampaikan kepada Kepala 

desa dalam musyawarah BPD dan juga disampaikan kepada Camat 

dan APIP daerah Kabupaten/Kota. 

3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang 

Badan Permusyawaratan Desa: 

a. Pasal 65 ayat 1 s.d. 3 menyebutkan bahwa pembinaan dan 

pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal 

Bina Pemerintahan Desa, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota. 

b. Pasal 68 huruf d yang menyebutkan bahwa salah satu bentuk 

pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Bupati/Wali Kota yaitu 

melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan 

tertentu. 

c. Sehubungan dengan angka 1 s.d. 3 di atas, diminta kepada saudara 

untuk mengambil langkah-langkah berikut: 

d. Menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis atau peningkatan 

kapasitas BPD sebagai upaya optimalisasi fungsi BPD terkait 

pengawasan kinerja Kepala desa dalam pengelolaan keuangan Desa. 

https://www.ciptadesa.com/permendagri-110-tahun-2016/
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e. Memastikan BPD melaksanakan pengawasan kinerja Kepala desa 

dalam pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan mekanisme dan 

menggunakan instrumen sebagaimana termuat dalam lampiran 

Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan 

Keuangan Desa. 

f. Memastikan Laporan Hasil Pengawasan oleh BPD ditindaklanjuti dan 

menjadi input atau masukan dalam pengawasan yang dilaksanakan 

oleh APIP Kabupaten/Kota. 

Tujuan dari Pengawasan Teknis Kinerja Kepala desa BPD adalah 

untuk membantu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan 

investigasi terhadap kinerja Desa.  Uraian teknis ini menggambarkan 

fungsi BPD sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desz, 

khususnya ayat 21 huruf Cc: “melakukan pengawasan kinerja Kepala 

desa”. Hal ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, 

khususnya BAB IV-Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa.   

Selain itu, teknik ini telah dibandingkan dengan peraturan 

perundangan terkait lainnya. Teknologi ini juga menjadi pedoman bagi 

pemerintah dan pemerintah daerah (provinsi, kabupan, atau kota) dalam 

melaksanakan serta pelatihan dan pengawasan sebagai pedoman bagi 

kinerja kepala desa pengawasan.  Petunjuk Teknis ini juga dapat menjadi 
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pedoman bagi pimpinan dan staf desa dalam memberikan gambaran hasil 

kerja kinerja kepala desa yang dilakukan BPD. 

 Pengawasan terhadap kinerja kepala desa diharapkan mampu 

menciptakan sinergi antara BPD dan kepala desa guna menjamin tata 

kelola pemerintahan desa berjalan baik di desa. Dengan demikian, 

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 

pelatihan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa akan 

lebih tepat dan sesuai dengan aturan dan prosedur yang dijalankan. 

Contoh Praktik Lapangan BPD melakukan monitor dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa seperti penggunaan 

anggaran dan sarana fisik. Jika ditemukan penyimpangan, BPD bisa 

memberi teguran, bahkan melaporkannya lebih lanjut. Pelaporan wajib 

dilakukan secara tertulis kepada Bupati melalui camat dan forum musdes 

dalam batas waktu tertentu. 

Perundang-undangan di masing-masing tahapan dan kegiatannya 

merupakan dasar bagi indikator kinerja Kepala desa, yang didasarkan pada 

seluruh aktivitas dan kegiatan setempat.  Oleh karena itu, indikator kerja 

Kepala desa didasarkan pada indikator masukan, proses, dan hasil serta 

indikator kualitas hasil dan proses.  Sebaliknya untuk kegiatan lainnya, 

indikator kinerjanya otomatis menyesuaikan dengan tuntutan desa pada 

kegiatan tersebut.
10

 

                                                           
10 Cipta Desa Juknis Pengawasan Kepala desa oleh BPDSaturday, 16.08.2025 
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C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Permendagri No. 110 

Tahun 2016 

Implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 menegaskan tiga 

fungsi utama BPD: membahas & menyepakati rancangan peraturan desa, 

menampung/menyalurkan aspirasi, serta melakukan pengawasan terhadap 

kinerja kepala desa. Pada konteks desa wisata, fungsi-fungsi ini menjadi 

krusial untuk memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

program pariwisata berjalan partisipatif, akuntabel, dan sesuai kebutuhan 

lokal. Mekanisme yang diamanatkan regulasi mulai dari pertemuan warga 

untuk menyerap aspirasi, pembahasan Raperdes (mis. Perdes Desa 

Wisata/Perdes Retribusi), hingga pelaporan hasil pengawasan memberikan 

kerangka kerja yang jelas bagi BPD.
11

 

Secara empiris, terdapat faktor pendukung yang memperkuat 

implementasi. Pertama, dukungan masyarakat yang aktif hadir dalam 

musyawarah dan memberikan aspirasi, sebagaimana terpotret dalam studi 

Desa Ponggok yang menunjukkan keterlibatan warga dan BPD sejak tahap 

perencanaan destinasi.
12

 Kedua, koordinasi yang baik dengan pemerintah desa 

dan pemangku kepentingan lain, yang menurut studi Interaksi menjadi 

pendorong utama keberhasilan implementasi.
13

 Ketiga, akses terhadap 

                                                           
11 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang 

Badan Permusyawaratan Desa 
12 Sutoro Eko, Desa Membangun Indonesia (Yogyakarta: FPPD, 2015), hlm. 143. 
13 Rahayu Rauf dan Sri Maulidiah, Pemerintahan Desa (Jakarta: Prenada Media, 2019), 

hlm. 88. 
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informasi baik informasi program maupun regulasi yang memungkinkan BPD 

menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara lebih tepat sasaran.
14

 

Di sisi lain, faktor penghambat seringkali mengemukakan kapasitas 

SDM BPD yang terbatas dan minimnya pelatihan menjadi hambatan berulang, 

sehingga BPD kesulitan mendalami aspek teknis pengawasan dan penjabaran 

regulasi ke prosedur kerja. Sejumlah penelitian dan laporan pengabdian 

menunjukkan peningkatan kapasitas melalui pelatihan mampu memperbaiki 

efektivitas kelembagaan BPD. Hambatan lain adalah kurangnya pemahaman 

regulasi dan batas kewenangan, yang berdampak pada lemahnya pengawasan, 

terutama atas program dan keuangan desa wisata.
15

 Selain itu, keterbatasan 

anggaran/insentif bagi BPD juga tercatat mengurangi motivasi dan intensitas 

pengawasan berkala. Berangkat dari temuan tersebut, penguatan implementasi 

Permendagri 110/2016 pada desa wisata menuntut strategi terpadu:  

1. Memperluas kanal partisipasi & informasi publik agar aspirasi warga 

terekam dan terukur; 

2. Membangun SOP koordinasi BPD Pemdes Pokdarwis/BUMDes pariwisata 

sejak perencanaan hingga evaluasi; 

3. Program pelatihan berjenjang untuk anggota BPD (regulasi, tatakelola, 

pengawasan berbasis risiko); serta 

4. Dukungan anggaran dan instrumen akuntabilitas agar fungsi pengawasan 

berjalan rutin dan independen. Dengan demikian,  BPD dapat memainkan 

                                                           
14 Aulia Rahman, “Transparansi Informasi Publik dalam Tata Kelola Desa,” Jurnal Ilmu 

Pemerintahan Vol. 7, No. 2 (2020): 115–127. 
15 R. Subekti, Hukum Desa dan Regulasi Pemerintahan Desa (Bandung: Refika Aditama, 

2018), hlm. 102. 
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peran strategis sebagai penyeimbang  kebijakan desa wisata yang 

berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan warga.
16

 

Ringkasan Faktor & Indikator (praktis dipakai di lapangan) 

Kategori Faktor Indikator Praktik 

Pendukung Dukungan masyarakat 
Kehadiran di Musdes, usulan tertulis, 

partisipasi pengelolaan destinasi 

Pendukung 
Koordinasi dengan 

Pemdes/Stakeholder 

Agenda bersama BPD–Pemdes–

BUMDes/Pokdarwis, notulen rapat, tindak 

lanjut 

Pendukung Akses informasi 
Publikasi Raperdes/Perdes, papan informasi, 

kanal aduan/aspirasi 

Penghambat SDM BPD terbatas Jumlah & kompetensi anggota, beban kerja 

Penghambat Kurang paham regulasi 
Kesalahan prosedur, kelemahan dokumen 

pengawasan 

Penghambat Minim pelatihan 
Absennya diklat reguler; perbaikan pasca-

pelatihan 

Penghambat Dana/insentif terbatas Anggaran operasional & insentif BPD rendah 

 

D. Peran Badan Permusyawaratan Desa  (BPD) dalam Pengawasan 

Pengelolaan Dana Desa dan Peningkatan Pendapat Asli Desa (PAD) di 

Desa Wisata Pulau Pahawang 

Pengelolaan Dana Desa dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa 

(PAD) merupakan aspek strategis dalam pembangunan Desa Wisata Pulau 

Pahawang. Sebagai desa wisata bahari, Pulau Pahawang mengalokasikan 

sebagian Dana Desa untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata, baik 

melalui pembangunan sarana dan prasarana pendukung wisata, penguatan 

kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maupun kegiatan 

pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata. Dalam konteks tersebut, Badan 

                                                           
16 Kementerian Dalam Negeri RI, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa, (Jakarta: Kemendagri, 2016). 
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Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam menjalankan 

fungsi pengawasan agar pengelolaan Dana Desa dan kebijakan peningkatan 

PAD berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta 

berpihak pada kepentingan masyarakat desa. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, BPD Desa Pulau Pahawang 

tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan teknis Dana Desa maupun 

pelaksanaan program peningkatan PAD Desa. Peran BPD lebih difokuskan 

pada fungsi pengawasan dan pengawalan kebijakan, terutama dalam tahapan 

perencanaan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. Hal ini sejalan 

dengan ketentuan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 yang menegaskan 

bahwa BPD berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, 

termasuk dalam pengelolaan keuangan desa.
17

 

Dalam tahap perencanaan, BPD terlibat dalam forum musyawarah 

desa yang membahas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Melalui forum 

tersebut, BPD menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pengalokasian Dana 

Desa untuk sektor pariwisata, seperti pembangunan fasilitas pendukung wisata 

dan penguatan usaha ekonomi masyarakat. Namun, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa peran BPD dalam proses perencanaan tersebut masih 

bersifat pasif dan terbatas pada pemberian persetujuan terhadap usulan 

pemerintah desa, tanpa disertai dengan kajian kritis terhadap efektivitas dan 

dampak program pariwisata terhadap peningkatan PAD Desa. 

                                                           
17  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa. 
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Pada tahap pelaksanaan, pengawasan BPD terhadap penggunaan Dana 

Desa sektor pariwisata dilakukan melalui pemantauan umum dan evaluasi 

laporan kegiatan yang disampaikan oleh pemerintah desa. Akan tetapi, 

pengawasan tersebut belum dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan 

kapasitas sumber daya manusia BPD, minimnya pemahaman teknis terkait 

pengelolaan keuangan desa, serta kurangnya akses BPD terhadap data 

keuangan desa secara rinci. Kondisi ini menyebabkan fungsi pengawasan BPD 

terhadap pelaksanaan program pariwisata dan pengelolaan BUMDes sebagai 

sumber PAD Desa belum berjalan secara substantif.
18

 

Dalam konteks peningkatan PAD Desa, BPD memiliki peran strategis 

dalam mengawasi kebijakan pemerintah desa terkait pengelolaan BUMDes 

yang bergerak di sektor pariwisata. Berdasarkan temuan penelitian, kontribusi 

BUMDes terhadap PAD Desa Pulau Pahawang masih belum optimal. BPD 

belum secara aktif mendorong evaluasi kinerja BUMDes maupun 

menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah desa terkait 

penguatan tata kelola BUMDes wisata. Hal ini menunjukkan bahwa peran 

BPD dalam mendorong peningkatan PAD Desa melalui sektor pariwisata 

masih bersifat normatif dan belum memberikan dampak signifikan terhadap 

peningkatan pendapatan desa. 

Keterbatasan peran BPD dalam pengawasan Dana Desa dan 

peningkatan PAD Desa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 

rendahnya pemahaman anggota BPD terhadap regulasi keuangan desa, 

                                                           
18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa. 
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minimnya pelatihan dan pendampingan teknis, serta lemahnya komunikasi 

dan koordinasi antara BPD dan pemerintah desa. Selain itu, adanya relasi 

sosial yang kuat antara anggota BPD dan pemerintah desa turut 

mempengaruhi independensi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan. 

Dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. 

Edwards III, maka peran BPD dalam pengawasan Dana Desa dan peningkatan 

PAD Desa Wisata Pulau Pahawang belum berjalan optimal karena lemahnya 

aspek komunikasi dan sumber daya. Informasi mengenai pengelolaan Dana 

Desa belum disampaikan secara terbuka kepada BPD, sementara kapasitas 

kelembagaan BPD belum memadai untuk melakukan pengawasan secara 

efektif. Dari aspek disposisi, terdapat kecenderungan sikap pasif anggota BPD 

dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah desa. 

Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, belum terdapat mekanisme baku 

yang mengatur keterlibatan BPD secara aktif dalam pengawasan pengelolaan 

Dana Desa sektor pariwisata.
19

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran BPD dalam 

pengawasan pengelolaan Dana Desa dan peningkatan PAD Desa Wisata Pulau 

Pahawang masih belum optimal. Padahal, dalam konteks desa wisata yang 

memiliki potensi ekonomi besar, penguatan peran BPD menjadi sangat 

penting untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan secara 

transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa 

secara berkelanjutan. 

                                                           
19 George C. Edwards III, Implementing Public Policy, Washington DC: Congressional 

Quarterly Press, 1980. 
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E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran BPD dalam  Menjalankan 

Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa pulau pahawang 

Analisis implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 di Desa Pulau 

Pahawang menggunakan teori George C. Edwards III yang mencakup empat 

variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pertama, 

komunikasi antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat masih perlu 

ditingkatkan agar informasi program lebih merata. Kedua, sumber daya yang 

dimiliki BPD, baik SDM maupun anggaran, masih terbatas. Ketiga, disposisi 

atau sikap pelaksana menunjukkan adanya komitmen, tetapi belum disertai 

kemampuan teknis yang memadai. Keempat, struktur birokrasi yang ada 

belum sepenuhnya mendukung sinergi antar lembaga desa. 

Mengenai Teori implementasi kebijakan George C. Edwards III 

menekankan empat variabel utama yang menentukan keberhasilan 

implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap 

pelaksana), dan struktur birokrasi. Analisis ini digunakan untuk menilai 

implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pulau Pahawang. 

1. Komunikasi 

Mengenai teori Edwards, komunikasi menjadi aspek penting agar 

pelaksana memahami maksud dan tujuan kebijakan. Di Desa Pulau 

Pahawang, komunikasi antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat 

masih kurang optimal. Sosialisasi regulasi sering kali bersifat formalitas 

sehingga tidak semua anggota BPD memahami secara teknis peran mereka 
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dalam pengawasan desa wisata. yang menyebutkan bahwa komunikasi 

yang tidak jelas dapat menyebabkan kebijakan hanya dilaksanakan sebatas 

formalitas tanpa menyentuh substansi.
20

 

2. Sumber Daya 

Sumber daya meliputi anggaran, sarana, dan kapasitas SDM yang 

mendukung implementasi kebijakan. BPD Pulau Pahawang menghadapi 

keterbatasan anggaran operasional dan kurangnya pelatihan teknis. 

implementasi kebijakan akan sulit berhasil tanpa sumber daya yang 

memadai, baik dalam bentuk dana maupun keahlian teknis.
21

 

3. Disposisi (Sikap Pelaksana) 

Disposisi berkaitan dengan komitmen, integritas, dan motivasi 

pelaksana kebijakan. BPD Pulau Pahawang memiliki disposisi positif, 

terlihat dari semangat anggota dalam menampung aspirasi masyarakat. 

Namun, keterbatasan pemahaman regulasi dan keahlian teknis 

menyebabkan niat baik tersebut belum terwujud secara maksimal. Sikap 

positif saja tidak cukup tanpa dukungan pengetahuan dan keterampilan 

yang memadai.
22

 

4. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi menentukan alur koordinasi dan kejelasan 

mekanisme kerja. Di Desa Pulau Pahawang, struktur formal BPD sudah 

                                                           
20  Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. Jurnal 

Administrasi Publik. 
21 Taufik, M. (2013). Implementasi Kebijakan Publik di Pemerintahan Desa. Jurnal Ilmu 

Pemerintahan. 
22  Anwar, K. (2015). Implementasi Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktik. 

Bandung: Alfabeta. 
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ada tetapi belum didukung SOP yang jelas terkait fungsi pengawasan 

pengelolaan desa wisata. Hal ini membuat koordinasi antara BPD, 

pemerintah desa, dan lembaga pengelola wisata belum sinergis.  

menegaskan bahwa ketiadaan SOP yang jelas dapat melemahkan 

implementasi fungsi lembaga desa.
23

 

 

F. Temuan Lapangan dan Diakusi 

1. Perbandingan antara Teori dan Praktik Implementasi 

Secara normatif, Permendagri No. 110 Tahun 2016 mengatur 

bahwa BPD memiliki fungsi strategis: membahas dan menyepakati 

rancangan peraturan desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan 

mengawasi kinerja pemerintah desa.
24

 George Edward III  mengatakan 

bahwa “keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor 

penting, yaitu: Pertama komunikasi kebijakan, berarti merupakan proses 

penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada 

pelaksana kebijakan. Edward juga menegaskan bahwa “Dalam mengkaji 

suatu implementsi harus diajukan 2 pokok pertanyaan yakni yang pertama, 

prasyarat apakah untuk para implementasi penerapan kebijakan, yang 

kedua, apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan 

implementasi suatu kebijakan.”
25

 Dengan demikian, secara teori, BPD 

                                                           
23 Pamuji, K., Setyowati, R., & Nugroho, A. (2020). Dinamika Implementasi Fungsi BPD 

dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa. Jurnal Ilmu Sosial. 
24 Didik G. Suharto, Membangun Kemandirian Desa, Yogyakarta, (Pustaka Pelajar, 2016), 

hlm. 25 
25 Agustino, Leo. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung. (Alfabeta.2016) 
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seharusnya menjadi aktor utama dalam mewujudkan tata kelola desa yang 

demokratis dan akuntabel. 

Namun, realitas lapangan di Desa Pulau Pahawang 

memperlihatkan adanya kesenjangan. Komunikasi antar lembaga desa 

masih terbatas pada forum formal seperti musyawarah, tanpa ada 

mekanisme komunikasi intensif di luar forum tersebut. Akibatnya, 

informasi penting terkait kebijakan desa wisata tidak selalu dipahami oleh 

seluruh anggota BPD. Kondisi ini sejalan dengan teori Edwards yang 

menegaskan bahwa komunikasi yang terfragmentasi berpotensi 

melemahkan implementasi kebijakan. 

Sisi sumber daya, BPD Pulau Pahawang menghadapi keterbatasan 

anggaran operasional dan minimnya pelatihan teknis. Padahal, teori 

Edwards mengasumsikan bahwa ketersediaan sumber daya, baik finansial 

maupun kompetensi pelaksana, merupakan prasyarat agar kebijakan 

berjalan efektif. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa faktor ini 

menjadi salah satu hambatan mendasar yang membatasi peran BPD dalam 

mengawasi pengelolaan desa wisata. 

Disposisi atau sikap pelaksana di lapangan cukup positif, 

ditunjukkan oleh komitmen anggota BPD untuk hadir dalam musyawarah 

desa dan menampung aspirasi masyarakat. Namun, keterbatasan kapasitas 

teknis membuat disposisi tersebut tidak berbanding lurus dengan kualitas 

implementasi. Teori Edwards menekankan bahwa sikap baik perlu 
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ditunjang oleh kemampuan teknis dan instrumen kelembagaan agar 

pelaksana mampu menjalankan fungsinya secara maksimal. 

Sisi struktur birokrasi, BPD memang sudah diakui secara 

kelembagaan. Akan tetapi, ketiadaan SOP yang jelas dan lemahnya 

koordinasi dengan perangkat desa, BUMDes, maupun Pokdarwis 

membuat implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 belum 

sepenuhnya berjalan sesuai amanat regulasi. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat deviasi yang nyata antara kerangka teori 

dengan praktik implementasi di lapangan. 

2. Peran Strategis BPD dalam Konteks Pembangunan Berbasis Potensi 

Lokal 

Sebagai lembaga desa, fungsi dan kedudukan BPD adalah sebagai 

lembaga legislatif desa. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan desa. Fungsi BPD yaitu menetapkan Peraturan Desa 

bersama Kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, 

dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. BPD memiliki fungsi 

yang strategis dalam menyeimbangkan kinerja kepala desa, mewakili 

aspirasi masyarakat, serta menjadi penghubung antara kepala desa dengan 

masyarakat. BPD memiliki fungsi legislasi, perwakilan, dan pengawasan. 

Kerangka dalam pembangunan desa berbasis potensi lokal, BPD 

memiliki peran strategis sebagai penjembatan antara kepentingan 

masyarakat dan pemerintah desa. Pulau Pahawang yang memiliki potensi 

wisata bahari seharusnya menempatkan BPD sebagai lembaga yang 
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mampu memastikan pengelolaan potensi lokal berjalan partisipatif, 

berkeadilan, dan berkelanjutan.
26

 

Secara ideal, BPD dapat berperan dalam menyusun regulasi desa 

yang mendukung ekowisata, memfasilitasi masyarakat agar terlibat dalam 

usaha wisata, serta memastikan bahwa kebijakan pemerintah desa tidak 

merugikan lingkungan maupun kelompok masyarakat tertentu. Namun, 

temuan lapangan menunjukkan bahwa peran ini belum berjalan maksimal 

karena keterbatasan kapasitas sumber daya anggota BPD. 

BPD Pulau Pahawang lebih sering menjadi bagian dari forum 

musyawarah tanpa mampu mengarahkan kebijakan secara substansial. 

Padahal, jika dilihat dari perannya sebagai lembaga perwakilan rakyat desa, 

BPD seharusnya dapat mendorong agar kebijakan pembangunan desa 

wisata tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga 

memperhatikan aspek sosial dan pemberdayaan masyarakat. 

Minimnya keterlibatan BPD dalam memantau aktivitas BUMDes 

dan Pokdarwis juga menjadi indikator bahwa peran strategis lembaga ini 

belum sepenuhnya dioptimalkan. Ketiadaan koordinasi yang intens 

menyebabkan program wisata desa lebih banyak digerakkan oleh 

pemerintah desa dan kelompok masyarakat tertentu, tanpa pengawasan 

efektif dari BPD. 

Dibentuknya Peraturan Bupati Sumenep terkait BUMDes dan 

Perda Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata 

                                                           
26 Okem, K. B., Pangemanan, S., & Nayoan, H. (2024). Peran Pendamping Desa Dalam 

Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Politico : JurnalIlmu Politik, 13(1), 1–

13.Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.35797/Jp.V13i1.54089 
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Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes sebagai sebuah amanah dari 

peraturan-peraturan di atasnya, yang nantinya membahas teknis 

pelaksanaan BUMDes. Menurut teori analysis economic of law bahwa 

pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya melihat dari satu 

sisi atau segi hukum saja akan tetapi juga harus melihat dari pertimbangan 

lain yang bertujuan mensejahterakan masyarakat dan sesuai tujuan 

pemerintah. Terkait Perbup dan Perda Sumenep mengenai BUMDes dapat 

diketahui aspek yang berkaitan dalam pembentukan peraturan tersebut 

berhubungan dengan hukum dan ekonomi.
27

 

Maka, peran strategis BPD di Pulau Pahawang masih berada pada 

level potensial dan belum terwujud sepenuhnya dalam praktik. Untuk 

mewujudkan pembangunan berbasis potensi lokal yang berkelanjutan, 

BPD perlu diperkuat baik dari segi kapasitas SDM maupun kelembagaan, 

agar mampu menjalankan fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan 

secara seimbang. 

3. Kesenjangan Implementasi Berdasarkan Data Empirik (Wawancara 

Lapangan) 

Hasil wawancara dengan anggota BPD menunjukkan bahwa 

mereka memiliki semangat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan desa, 

tetapi merasa kurang percaya diri karena tidak sepenuhnya memahami 

regulasi. Sebagian besar anggota mengakui bahwa mereka sering hanya 

                                                           
27  I Wayan Partama Putra, ‘Efektivitas Perekrutan Tenaga Kerja Lokal dari Perspektif 

Economic Analysis of Law’ (2021) 7 (2) Jurnal Komunikasi Hukum 559, 562. 
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hadir secara formal dalam musyawarah desa tanpa memberi kontribusi 

substansial. 

Masyarakat Pulau Pahawang menyampaikan bahwa aspirasi yang 

mereka sampaikan kepada BPD, seperti perbaikan fasilitas wisata 

(dermaga, toilet umum, pengelolaan sampah), sering kali hanya masuk 

dalam notulen rapat tanpa adanya tindak lanjut yang nyata. Hal ini 

menimbulkan kesan bahwa peran BPD masih sebatas simbolis. 

Wawancara dengan Kepala desa memperlihatkan harapan agar 

BPD lebih aktif mendampingi dan mengawasi jalannya pemerintahan 

desa. Kepala desa menilai BPD belum maksimal dalam memberikan 

masukan kritis, padahal keterlibatan mereka penting untuk memperkuat 

legitimasi dan kualitas kebijakan pembangunan desa wisata. 

Observasi di lapangan juga menemukan bahwa interaksi antara 

BPD dengan lembaga pengelola wisata seperti BUMDes dan Pokdarwis 

belum berjalan efektif. Hal ini menyebabkan koordinasi antar aktor desa 

dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan masih kurang 

terintegrasi. Secara keseluruhan, data empiris ini menunjukkan bahwa 

meskipun BPD memiliki potensi untuk memperkuat tata kelola desa, 

implementasi fungsi dan kewenangannya di Pulau Pahawang masih 

terbatas. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa terdapat kesenjangan 

signifikan antara amanat regulasi, teori implementasi kebijakan, dan 

realitas di lapangan. 

Data empirik: 
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Informan Pernyataan Utama Tema Temuan 

Kepala desa 

“BPD hadir dalam Musyawarah Desa, tapi 

perannya masih sebatas menyetujui program. 

Mereka perlu lebih aktif memberi masukan.” 

Keterbatasan peran 

BPD dalam Musdes 

Ketua BPD 

“Kami hadir di Musyawarah Desa, tapi 

banyak anggota kurang paham regulasi 

Permendagri 110. Kami butuh pelatihan.” 

Keterbatasan 

pemahaman regulasi 

Anggota 

BPD 

“Warga menyampaikan aspirasi, misalnya 

soal dermaga dan sampah. Kami catat, tapi 

tidak semua bisa ditindaklanjuti.” 

Aspirasi masyarakat 

tidak terserap penuh 

Tokoh 

Masyarakat 

“BPD ada, tapi belum terasa manfaatnya. 

Mereka harus lebih memperjuangkan 

kepentingan warga.” 

Persepsi publik 

terhadap efektivitas 

BPD 

Ketua 

Pokdarwis 

“Kerja sama dengan BPD masih minim. 

Mereka hadir di rapat, tapi jarang koordinasi 

khusus dengan Pokdarwis.” 

Lemahnya koordinasi 

dengan lembaga 

wisata 

Direktur 

BUMDes 

“BUMDes mengelola usaha wisata, tapi BPD 

jarang terlibat dalam evaluasi.” 

Kurangnya 

pengawasan BPD 

terhadap BUMDes 

Wisatawan 

“Pulau Pahawang indah, tapi fasilitas toilet 

dan sampah kurang. Semoga BPD ikut 

mengawasi ini.” 

Kebutuhan 

peningkatan fasilitas 

wisata 

  

Berdasarkan hasil penelitian data diatas yang dilakukan melalui 

wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, diperoleh beberapa temuan 

penting terkait implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 oleh 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pulau Pahawang, 

Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran. 

Temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa implementasi 

Permendagri No. 110 Tahun 2016 di Desa Pulau Pahawang menghadapi 

beberapa tantangan. Pertama, peran BPD sebagai lembaga representatif 

masyarakat sudah berjalan namun masih sebatas formalitas. Hal ini sesuai 

dengan ini bahwa banyak BPD di Indonesia masih lemah dalam 

menindaklanjuti aspirasi masyarakat. 
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Kedua, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi hambatan 

serius. implementasi kebijakan publik tidak cukup hanya dengan adanya regulasi, 

melainkan juga membutuhkan kompetensi pelaksana yang memadai.² 

Ketiga, fungsi pengawasan BPD dalam pengelolaan desa wisata masih 

terbatas. Hal ini senada dengan penelitian Pamuji dkk. (2020) yang menemukan 

bahwa ketiadaan SOP teknis di tingkat desa menyebabkan pengawasan BPD 

tidak berjalan optimal.³ 

Keempat, minimnya sinergi antar lembaga desa menegaskan pentingnya 

koordinasi kelembagaan. Dalam konteks desa wisata, menunjukkan bahwa 

keberhasilan pengelolaan pariwisata berkelanjutan sangat bergantung pada 

kolaborasi antar-aktor lokal, termasuk BPD, pemerintah desa, BUMDes, dan 

kelompok sadar wisata.⁴ 

Demikian dengan ini dapat disimpulkan bahwa meskipun BPD Pulau 

Pahawang telah berusaha mengimplementasikan Permendagri No. 110 Tahun 

2016, namun efektivitasnya masih terbatas. Faktor komunikasi, sumber daya, 

disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana dikemukakan dalam teori Edwards 

III, masih menjadi tantangan yang harus dibenahi agar peran BPD lebih optimal 

dalam mendukung pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan. Aspirasi 

masyarakat seringkali tidak sepenuhnya ditindaklanjuti, terutama terkait 

kebutuhan sarana prasarana wisata. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan 

antara teori dan praktik implementasi kebijakan. Dalam teori, BPD seharusnya 

menjadi instrumen checks and balances, namun di lapangan fungsi tersebut 

belum berjalan optimal. 



 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian mengenai implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 

oleh BPD dalam pengelolaan Desa Wisata Pulau Pahawang menunjukkanC 

bahwa pelaksanaan fungsi BPD belum berjalan optimal. Secara normatif, BPD 

memiliki peran strategis dalam fungsi legislasi, penyaluran aspirasi, dan 

pengawasan, namun dalam praktiknya peran tersebut masih sebatas formalitas. 

Mekanisme penyusunan peraturan desa belum inklusif, partisipasi BPD dalam 

pembahasan kebijakan masih terbatas, dan aspirasi masyarakat terkait 

kebutuhan fasilitas wisata banyak yang tidak ditindaklanjuti secara efektif. 

Pengawasan BPD terhadap pemerintah desa dan lembaga pengelola 

wisata juga belum maksimal karena tidak adanya SOP pengawasan yang jelas 

serta lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa, BUMDes, dan Pokdarwis. 

Keterbatasan sumber daya, minimnya pelatihan, dan kurangnya pemahaman 

anggota BPD terhadap regulasi menyebabkan fungsi pengawasan berjalan 

secara administratif saja dan tidak menyentuh evaluasi substantif. 

Berdasarkan analisis teori implementasi George C. Edwards III, 

hambatan utama implementasi Permendagri ini terletak pada komunikasi yang 

tidak efektif, sumber daya yang terbatas, disposisi pelaksana yang belum 

didukung kapasitas memadai, serta struktur birokrasi yang belum terarah. 

Keempat faktor tersebut menimbulkan kesenjangan antara amanat regulasi dan 
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praktik di lapangan, sehingga peran BPD belum dapat mendorong pengelolaan 

desa wisata secara berkelanjutan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi 

Permendagri No. 110 Tahun 2016 oleh BPD di Pulau Pahawang masih jauh 

dari optimal dan membutuhkan penguatan kapasitas, perbaikan koordinasi 

kelembagaan, serta penataan mekanisme kerja agar BPD dapat menjalankan 

fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan secara efektif. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pulau Pahawang 

Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan 

 Permendagri No. 110 Tahun 2016 melalui kegiatan pelatihan, bimbingan 

 teknis, dan forum diskusi rutin. BPD perlu memperkuat perannya dalam  

 fungsi legislasi, aspirasi, dan pengawasan, terutama dalam perencanaan  

 dan evaluasi program desa wisata agar pembangunan desa lebih 

 partisipatif dan akuntabel. 

2. Bagi Pemerintah Desa Pulau Pahawang 

Pemerintah desa perlu mempererat koordinasi dengan BPD melalui 

 mekanisme komunikasi yang terbuka dan rutin, khususnya dalam 

 penyusunan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 

 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Dengan demikian, 
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 seluruh kebijakan yang diambil dapat mencerminkan aspirasi masyarakat 

 dan selaras dengan potensi wisata desa. 

3. Bagi Pemerintah Daerah (Kabupaten Pesawaran) 

Diharapkan untuk memberikan dukungan dalam bentuk program 

 peningkatan kapasitas dan pemberdayaan kelembagaan BPD, serta alokasi 

 anggaran yang memadai guna menunjang pelaksanaan fungsi BPD. 

 Pemerintah daerah juga perlu memfasilitasi sinergi antara BPD, 

 Pemerintah Desa, BUMDes, dan Pokdarwis dalam pengembangan desa  

 Wisata Pulau Pahawang. 

4. Bagi Masyarakat Desa Pulau Pahawang 

Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam memberikan aspirasi, 

 mengawasi pelaksanaan program desa, dan berpartisipasi dalam kegiatan 

 musyawarah desa. Keterlibatan masyarakat yang lebih besar akan 

 memperkuat posisi BPD sebagai lembaga representatif dan meningkatkan 

 kualitas tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait 

 peran BPD dalam aspek lain, seperti transparansi keuangan desa, 

 pembangunan berkelanjutan, atau hubungan kelembagaan antar unsur 

 pemerintahan desa. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan 

 kontribusi lebih luas terhadap pengembangan hukum tata negara di tingkat 

 lokal. 
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